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BUPATI SERANG

PROVINSI BANTEN
PERATURAN BUPATI SERANG

NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN ANYAR

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2023-2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail
Tata Ruang Wilayah Perencanaan Anyar Tahun 2023-2043.

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lemabaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021
tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali,
Revisi dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana
Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan
Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);

6. Peraturan ...
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Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun
2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Serang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten
Serang Tahun 2011 Nomor 812) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang
Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang
Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang
Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Serang Nomor 82).

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA

RUANG WILAYAH PERENCANAAN ANYAR TAHUN 2023-
2043.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

10.

Daerah adalah Kabupaten Serang.
Bupati adalah Bupati Serang.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia
yang dibantu oleh wakil presiden dan Menteri
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Republik Indonesia Tahun 1945.

Ruang adalah wadah yang terdiri atas ruang darat,
ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam
bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia
dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan
memelihara kelangsungan hidupnya.

Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola
ruang.

Penataan Ruang adalah suatu sistem proses
perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan
pengendalian pemanfaatan ruang.

Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata
ruang.

Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk
menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang
meliputi penyusunan dan penetapan RTR.

Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan
Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR
melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta
pembiayaannya.
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Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk
mewujudkan tertib Tata Ruang.

Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya
disingkat RTRW adalah Rencana Umum Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Serang.

Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat
RDTR, adalah rencana secara terperinci tentang tata
ruang wilayah Kabupaten Serang yang dilengkapi
dengan peraturan Zonasi Kabupaten Serang.

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan
geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang
batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek
administratif dan/atau aspek fungsional.

Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP
adalah bagian dari wilayah Kabupaten Serang yang
disusun RDTR, sesuai arahan RTRW Kabupaten Serang.

Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disebut
SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan
batasan fisik dan terdiri atas beberapa Blok.

Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-
kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti
jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran
udara tegangan ekstra tinggi, pantai, dan lain-lain,
dan/atau yang belum nyata atau rencana jaringan jalan
dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai
dengan rencana kabupaten.

Sub-blok adalah pembagian fisik di dalam satu blok
berdasarkan perbedaan sub-zona.

Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat
permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana
yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial
ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki
hubungan fungsional.

Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disingkat PPK
adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau
administrasi yang melayani seluruh  Wilayah
Perencanaan dan/atau regional.

Sub Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disingkat
SPPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial,
dan/atau administrasi yang melayani Sub Wilayah
Perencanaan.

Pusat Lingkungan Kecamatan adalah pusat pelayanan
ekonomi, sosial, dan/atau administrasi pada
lingkungan permukiman kecamatan.

Pusat Lingkungan Kelurahan/ desa adalah pusat
pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi pada
lingkungan permukiman kelurahan/ desa.

Jalan arteri primer adalah jalan yang menghubungkan
secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau
antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan
wilayah.
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Jalan kolektor primer adalah  jalan  yang
menghubungkan secara berdaya guna antara pusat
kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal,
antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat
kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan local.

Jalan Kolektor Sekunder adalah Jalan yang
menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan
kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder
kedua dengan kawasan sekunder ketiga.

Jalan Lokal Sekunder adalah Jalan yang
menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan
perumahan, kawasan sekunder kedua dengan
perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya
sampai ke perumahan. Jalan lingkungan primer adalah
jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di
dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam
lingkungan kawasan perdesaan.

Jalan Lingkungan Sekunder adalah jalan yang
menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.

Jalan Tol Jalan Umum yang merupakan bagian sistem
jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang
penggunanya diwajibkan membayar tol.

Jembatan adalah jalan yang terletak diatas permukaan
air dan / atau diatas permukaan tanah.

Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan
bermotor umum untuk menaikan dan menurunkan
penumpang.

Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah jalur kereta
api antarkota yang melintasi wilayah Kabupaten/Kota
untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.

Stasiun Penumpang Sedang adalah tempat perhentian
kereta api untuk keperluan naik turun penumpang
kelas besar berdasarkan pengklasifikasian stasiun
kereta api dengan jumlah penumpang antara 10.000 -
50.000 (sepuluh ribu sampai lima puluh ribu) orang per
hari.

Pelabuhan Pengumpan Lokal adalah pelabuhan yang
fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut
dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri
dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi
Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan
sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau
barang, serta angkutan penyeberangan dengan
jangkauan pelayanan dalam kabupaten/kota.

Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar
daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan
kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari
pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri
sesuai dengan usaha pokoknya.

Sarana Penyimpanan Bahan Bakar adalah tempat
penyimpanan bahan bakar beserta fasilitas
pendukungnya.
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Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya
disingkat SUTET adalah saluran tenaga listrik yang
menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara
bertegangan nominal di atas 230 kV (dua ratus tiga
puluh kilo volt).

Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya
disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang
menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara
bertegangan nominal 35 kV (tiga puluh lima kilo volt)
sampai dengan 230 kV (dua ratus tiga puluh kilo volt).

Jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang
pengolahan-konsumen adalah jaringan yang
menyalurkan seluruh kebutuhan gas bumi di
permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari
kilang pengolahankonsumen, termasuk jaringan
pipa/kabel bawah laut.

Pembangkit Listrik Tenaga Uap yang selanjutnya
disingkat PLTU adalah pembangkit listrik yang
memanfaatkan tenaga uap.

Gardu Induk adalah gardu yang berfungsi untuk
menurunkan tegangan dari jaringan subtransmisi
menjadi tegangan menengah.

Jaringan Serat Optik adalah jaringan telekomunikasi
utama yang berbasis serat optik, menghubungkan antar
ibu kota provinsi dan/atau antar jaringan lainnya yang
menghubungkan kota/kabupaten sehingga terbentuk
konfigurasi ring, termasuk pipa/kabel bawah laut
telekomunikasi.

Sentral Telepon Otomat yang selanjutnya disingkat STO
adalah tempat atau instalasi bangunan telepon otomat
yang menjadi pusat atau penghubung jaringan telepon.

Rumah Kabel adalah rumah kecil yang merupakan
tempat distribusi kabel telepon yang digunakan untuk
mendistribusikan atau mengkoneksikan antara kabel
primer dari kabel sentral dengan kabel sekunder.

Telepon Fixed Line adalah telepon yang mengacu pada
link transmisi nirkabel menggunakan seluler untuk
menghubungkan pelanggan di lokasi tetap untuk
pertukaran lokal, termasuk pipa/kabel bawah laut
telekomunikasi.

Menara Base Transceiver Station yang selanjutnya
disebut Menara BTS adalah bangunan sebagai tempat
yang merupakan pusat automatisasi sambungan
telepon.

Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan
irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran
induk/ primer, saluran pembuangannya, bangunan
bagi, bangunan bagisadap, bangunan sadap, dan
bangunan pelengkapnya.

Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan
irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran
pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-
sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
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Bangunan Pengendalian Banjir adalah bangunan yang
dapat memperlambat waktu tiba banjir dan
menurunkan besarnya debit banjir.

Bendungan adalah bangunan yang berupa urukan
tanah, urukan batu, beton, dan/ atau pasangan batu
yang dibangun selain untuk menahan dan menampung
air, dapat pula dibangun untuk menahan dan
menampung limbah tambang (tailing), atau menampung
lumpur sehingga terbentuk waduk.

Jaringan Transmisi Air Baku adalah pipa yang berfungsi
sebagai pengambilan atau penyedia air baku, termasuk
pipa/kabel bawah laut air minum.

Jaringan Transmisi Air Minum adalah pipa yang
digunakan untuk pengambilan air minum, termasuk
pipa/kabel bawah laut air minum.

Jaringan Distribusi Pembagi adalah pipa yang
digunakan untuk pengaliran Air Minum dari bangunan
penampungan sampai unit pelayanan.

Bangunan Pengambil Air Baku adalah bangunan yang
dapat memperlambat waktu tiba banjir dan
menurunkan besarnya debit banjir.

Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non
Domestik adalah sarana yang digunakan dalam
serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah non
domestic.

Sub-sistem Pengolahan Setempat adalah sarana untuk
mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di
lokasi sumber.

Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun (B3) adalah Satu kesatuan sarana dan
prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun (B3).

Stasiun Peralihan Antara yang selanjutnya disingkat
SPA adalah sarana pemindahan dari alat angkut kecil
ke alat angkut lebih besar dan diperlukan untuk Daerah
yang memiliki lokasi TPA jaraknya lebih dari 25 km (dua
puluh lima kilo meter) yang dapat dilengkapi dengan
fasilitas pengolahan sampah.

Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya
disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut
ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat
pengolahan sampah terpadu.

Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk
menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran
drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air
penerima.

Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk
menampung air dari saluran drainase tersier dan
membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.

Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk
menerima air dari saluran penangkap dan
menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.

63. Jalur ...
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Jalur Evakuasi Bencana adalah Jalur yang
menghubungkan hunian dengan Tempat Evakuasi
Sementara dan jalur yang menghubungkan Tempat
Evakuasi Sementara dengan Tempat Evakuasi Akhir.

Tempat Evakuasi Sementara yang selanjutnya disingkat
TES adalah tempat berkumpul sementara bagi
pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian
sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga
berfungsi sebagai pos informasi bencana.

Tempat Evakuasi Akhir yang selanjutnya disingkat TEA
adalah tempat berkumpul akhir bagi pengungsi yang
dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat
terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai
pos informasi bencana.

Jalur Sepeda adalah bagian jalur yang memanjang,
dengan atau tanpa marka jalan, yang memiliki lebar
cukup untuk dilewati satu sepeda, selain sepeda motor.

Jaringan Pejalan Kaki adalah ruas pejalan kaki, baik
yang terintegrasi maupun terpisah dengan jalan, yang
diperuntukkan untuk prasarana dan sarana pejalan
kaki serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan
dan/atau fasilitas pergantian moda.

Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam
suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk
fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi
daya.

Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi
dan karakteristik spesifik.

Sub Zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki
fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan
pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona
yang bersangkutan.

Zona Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan
fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup
yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya
buatan.

Zona Budi Daya adalah kawasan yang ditetapkan
dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar
kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya
manusia, dan sumber daya buatan.

Zona Badan Air dengan kode Badan Air, yang
selanjutnya disebut zona Badan Air (BA) adalah
kumpulan air yang besarnya antara lain bergantung
pada relief permukaan bumi, kesarangan batuan
pembendungnya, bendungan, curah hujan, suhu dan
sebagainya, baik alami, maupun buatan, seperti sungai,
rawa, situ, danau, waduk, dan embung.
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Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS adalah
daerah yang diperuntukan bagi kegiatan pemanfaatan
lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam
tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan
mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat
menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan air,
kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan
air dari sumber-sumber air, termasuk didalamnya
kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi
sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai,
sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk,
serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi
perlindungan setempat.

Zona Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat
RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau
mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat
terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh
secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan
mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air,
ekonomi, sosial budaya, dan estetika.

Sub Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1 adalah suatu
hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang
kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik
pada tanah Negara maupun tanah hak, yang ditetapkan
sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.

Sub-zona taman kota dengan kode RTH-2 adalah Lahan
terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana
kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang
ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau
bagian wilayah kota.

Sub Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 adalah
taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu
kecamatan.

Sub Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 adalah
taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu
kelurahan.

Sub-zona taman RW dengan kode RTH-5 adalah taman
yang ditujukan untuk melayani penduduk satu RW,
khususnya kegiatan remaja, kegiatan olahraga
masyarakat, serta kegiatan masyarakat lainnya di
lingkungan RW tersebut.

Sub-zona taman RT dengan kode RTH-6 adalah taman
yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam
lingkup 1 (satu) RT, khususnya untuk melayani
kegiatan sosial di lingkungan RT tersebut.

Sub Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 adalah
penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama
sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga
dapat berfungsi juga sebagai daerah resapan air, tempat
pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim
mikro serta tempat hidup burung serta fungsi social
masyarakat di sekitar seperti beristirahat dan sebagai
sumber pendapatan.
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Sub Zona Jalur hijau dengan kode RTH-8 adalah alur
penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya
yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA)
maupun di dalam ruang pengawasan jalan (RUWASJA).

Zona Hutan Produksi dengan kode KHP adalah kawasan
hutan yang hasilnya bisa dipakai atau diambil, baik
dalam bentuk kayu maupun non-kayu. Pemanfaatan
hutan produksi contohnya sebagai lahan untuk
membangun kawasan tertentu atau sebagai sumber
hasil hutan yang bisa diperdagangkan.

Sub-zona Hutan Produksi Tetap dengan kode HP adalah
Hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah,
dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan
dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di
bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar kawasan
hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian
alam, dan taman buru.

Zona Pertanian dengan kode P adalah sebuah lahan
yang mencakup kondisi tanah, iklim, hidrologi dan
udara yang digunakan untuk memproduksi tanaman
pertanian atau melakukan pertenakan hewan. Lahan
pertanian adalah salah satu dari sumber daya utama
pada bidang pertanian.

Sub-zona tanaman pangan dengan kode P-1 adalah
peruntukan ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang
surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta
lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan
pengembangan tanaman pangan.

Zona Perikanan dengan kode IK adalah semua kegiatan
yang  berhubungan dengan  pengelolaan dan
pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungan, mulai
dari pra-produksi, produksi, pengolahan sampai dengan
pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem
bisnis perikanan.

Sub-zona perikanan budi daya dengan kode IK-2 adalah
peruntukan ruang yang ditetapkan dengan fungsi
utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber
daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi
lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang
ada.

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL
adalah peruntukan ruang yang mendukung kegiatan
memproduksi tenaga listrik.

Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI
adalah zona pemusatan kegiatan industri yang
dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.

Zona Pariwisata dengan kode W adalah peruntukan
ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya
yang dikembangkan untuk mengembangkan kegiatan
pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.

Zona perumahan dengan kode R adalah peruntukan
lahan yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang
mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat
yang dilengkapi dengan fasilitasnya.

94. Sub ...
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Sub-zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-
2 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian
dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk tempat
tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar
antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.

Sub-zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-
3 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian
dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk tempat
tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir
seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas
lahan.

Sub-zona perumahan kepadatan rendah dengan kode
R-4 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian
dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk tempat
tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil
antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.

Sub-zona perumahan kepadatan sangat rendah dengan
kode R-5 adalah peruntukan ruang yang difungsikan
untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan
yang sangat kecil antara jumlah bangunan rumah
dengan luas lahan.

Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU adalah
peruntukan lahan yang dikembangkan untuk
menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan,
kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan
rekreasi, dengan fasilitasnya yang dikembangkan dalam
bentuk tunggal/ renggang, deret/rapat dengan skala
pelayanan yang ditetapkan.

Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan
kode SPU-1 adalah peruntukan ruang yang merupakan
bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan
untuk melayani penduduk skala kota.

Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan
dengan kode SPU-2 adalah peruntukan ruang yang
merupakan bagian dari kawasan budi daya yang
dikembangkan untuk melayani penduduk skala
kecamatan.

Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan
dengan kode SPU-3 adalah peruntukan ruang yang
merupakan bagian dari kawasan budi daya yang
dikembangkan untuk melayani penduduk skala
kelurahan.

Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Rukun Warga
dengan kode SPU-4 adalah peruntukan ruang yang
merupakan bagian dari kawasan budi daya yang
dikembangkan untuk melayani penduduk skala RW.

Zona Campuran dengan kode C adalah peruntukan
ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya
yang dikembangkan untuk menampung beberapa
peruntukan fungsi dan/atau bersifat terpadu, seperti
perumahan dan perdagangan/jasa; perumahan dan
perkantoran; perkantoran dan perdagangan/jasa.

104. Sub ...
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Sub-zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang
dengan kode C2 adalah peruntukan ruang yang terdiri
atas campuran hunian dan non hunian dengan
intensitas  pemanfaatan ruang/kepadatan  zona
terbangun sedang. Apabila tidak ada keterbatasan daya
dukung lingkungan dan ketentuan nilai sosial budaya
setempat maka KDB kawasan campuran intensitas
menengah maksimum 70% (tujuh puluh persen) dan
ketinggian bangunan 3 (tiga) sampai 5 (lima) lantai.

Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K adalah
peruntukan ruang yang difungsikan untuk
pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial,
tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan
dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial
pendukungnya.

Sub-zona perdagangan dan jasa skala Kota dengan kode
K-1 adalah peruntukan ruang difungsikan untuk
pengembangan kelompok kegiatan perdagangan
dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha,
tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan
kota.

Sub-zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode
K-2 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian
dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk
pengembangan kelompok kegiatan perdagangan
dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha,
tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan
WP.

Sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode
K3 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian
dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk
pengembangan  kelompok kegiatan perdagangan
dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha,
tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan
SWP.

Zona perkantoran dengan kode KT adalah peruntukan
ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya
yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan
pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha,
tempat berusaha, dilengkapi dengan @ fasilitas
umum/sosial pendukungnya.

Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL adalah
peruntukan lahan yang dikembangkan untuk
menampung fungsi kegiatan di daerah tertentu dan
bersifat spesifik, diantaranya berupa mitigasi bencana,
hankam dan pertambangan.

Sub-zona Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL)
dengan kode PL-4 adalah peruntukan tanah yang terdiri
atas daratan dengan batas batas tertentu yang
berfungsi untuk tempat pembuangan segala macam air
buangan (limbah) yang berasal dari limbah-limbah
domestik, industri, maupun komersial dan lain-lainnya.

Sub-zona Pergudangan dengan kode PL-6 adalah
peruntukan ruang untuk  melakukan = proses
penyimpanan, pemeliharaan, dan pemindahan barang.

113. Zona ...
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Zona Transportasi dengan kode TR adalah peruntukan
ruang yang merupakan bagian dari peruntukan budi
daya yang dikembangkan untuk menampung fungsi
transportasi skala regional dalam upaya untuk
mendukung kebijakan pengembangan sistem
transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang
yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.

Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP adalah
peruntukan ruang di daratan dengan batas-batas
tertentu yang digunakan sebagai tempat untuk
mengumpulkan dan mengelola persampahan.

Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK
adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari
kawasan budi daya yang dikembangkan untuk
menjamin kegiatan dan pengembangan bidang
pertahanan dan keamanan seperti kantor, instalasi
hankam, termasuk tempat latihan baik pada tingkat
nasional, Kodam, Korem, Koramil, dan sebagainya.

Ketentuan Pemanfaatan Ruang adalah upaya
mewujudkan RDTR dalam bentuk indikasi program
pengembangan wilayah perencanaan dalam jangka
waktu perencanaan S (lima) tahunan sampai akhir
tahun masa perencanaan.

Peraturan Zonasi Kota yang selanjutnya disebut PZ kota
adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan
pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya
dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang
penetapan zonanya dalam rencana detail tata ruang.

Aturan dasar merupakan persyaratan pemanfaatan
ruang meliputi, ketentuan kegiatan dan penggunaan
lahan, ketentuan intensitas pemanfaatan ruang,
ketentuan tata bangunan, ketentuan prasarana dan
sarana minimal, ketentuan khusus, dan/atau
ketentuan pelaksanaan.

Pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) adalah
pemanfaatan yang sesuai dengan peruntukan Ruang
yang direncanakan, yang berarti tidak akan ada
peninjauan, atau pembahasan atau tindakan dari
pemerintah setempat.

Pemanfaatan yang diizinkan secara terbatas (T) adalah
pemanfaatan dengan syarat pembatasan standar
pembangunan minimum, pembatasan pengoperasian,
atau peraturan tambahan lainnya baik yang tercakup
dalam ketentuan ini maupun ditentukan kemudian oleh
pemerintah setempat.

Pemanfaatan yang diizinkan secara bersyarat (B) adalah
pemanfaatan dengan syarat izin berupa analisis
mengenai dampak lingkungan hidup, dan upaya
pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang
diperlukan untuk penggunaan yang memiliki potensi
dampak penting pembangunan di sekitarnya pada areal
yang luas.

122. Pemanfaatan ...
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Pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X) adalah
pemanfaatan yang tidak diizinkan karena tidak sesuai
dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat
menimbulkan dampak yang cukup besar bagi
lingkungan di sekitarnya.

Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat
KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas
seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas
lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang
dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.

Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH
adalah angka persentase perbandingan antara luas
seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang
diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas
tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai
sesuai rencana tata ruang dan RTBL.

Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat
KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas
seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah
perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai
rencana tata ruang dan RTBL.

Koefisien Tapak Basement yang selanjutnya disingkat
KTB adalah angka persentase luas tapak bangunan
yang dihitung dari proyeksi dinding terluar bangunan
dibawah permukaan tanah terhadap luas perpetakan.

Luas Kaveling Minimun adalah luasan kavling minimum
yang disepakati oleh pemerintah Daerah dengan kantor
pertanahan setempat.

Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat
GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat
bangunan terhadap tepi jalan; dihitung dari batas
terluar saluran air kotor (riol) sampai batas terluar
muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang,
atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu
massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas
tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang
lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi
listrik, jaringan pipa gas, dan sebagainya.

Ketinggian Bangunan yang selanjutnya disingkat TB
adalah jarak tegak lurus yang diukur dari rata-rata
permukaan tanah asal di mana bangunan didirikan
sampai kepada garis pertemuan antara tembok luar
atau tiang struktur bangunan dengan atap.

Jarak bebas antar bangunan minimal yang harus
memenuhi ketentuan tentang jarak bebas yang
ditentukan oleh jenis peruntukan dan ketinggian
bangunan.

Jumlah Lantai Maksimun adalah jumlah lantai
bangunan yang dapat dibangun.

Ketentuan khusus sebagaimana merupakan ketentuan
yang mengatur pemanfaatan kegiatan dan penggunaan
lahan pada zona dan atau sub-zona yang memiliki
fungsi khusus dan terjadi pertampalan atau overlay
dengan fungsi zona dan atau sub-zona lainnya.

Batas Daerah adalah batas daerah kabupaten.
134. Orang ...
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Orang adalah orang perseorangan dan /atau korporasi.

Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok
orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi,
dan /atau pemangku kepentingan non pemerintah lain
dalam penyelenggaran penataan ruang.

Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian
tujuan Penataan Ruang melalui pelaksanaan
Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan
Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Pengawasan Penataan Ruang adalah wupaya agar
Penyelenggaraan Penataan Ruang dapat diwujudkan
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan.

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang
selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara
rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.

Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat
dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang,
dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

o oo

™

(1)

(2)

(3)

tujuan penataan WP;
rencana struktur ruang;
rencana pola ruang;
ketentuan pemanfaatan ruang;
peraturan zonasi; dan
kelembagaan

Pasal 3

Ruang lingkup WP Anyar terdiri atas wilayah Kabupaten
Serang berdasarkan aspek fungsional dengan luas
wilayah kurang lebih 6.939,45 (enam ribu sembilan
ratus tiga puluh sembilan koma empat lima) hektare
mencakup batas ruang daratan, perairan, udara dan
ruang di dalam bumi.

Batas-batas delineasi WP Anyar sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:

a. Sebelah utara berbatasan dengan Kota Cilegon;

b. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan
Mancak Kabupaten Serang;

c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan
Cinangka Kabupaten Serang; dan

d. Sebelah barat berbatasan dengan Selat Sunda.

WP Anyar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi
ke dalam 4 (empat) SWP yang terdiri atas:

a. SWP ...
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SWP A merupakan sebagian wilayah Desa
Bandulu, Desa Cikoneng, Desa Sindangkarya,
Desa Tambangayam, Desa Bunihara, Desa
Mekarsari, dan Desa Tanjungmanis dengan luas
1.342,70 (seribu tiga ratus empat puluh dua koma
tujuh nol) hektare;

SWP B merupakan sebagian wilayah Desa Anyar,
Desa Cikoneng, Desa Mekarsari, Desa
Tanjungmanis, Desa Bunihara, Desa Grogolindah,
dan Desa Kosambironyok dengan luas 1.883,41
(seribu delapan ratus delapan puluh tiga koma
empat satu) hektare;

SWP C merupakan sebagian wilayah Desa Desa
Banjarsari, Desa Bunihara, Desa Grogolindah,
Desa Mekarsari, Desa Sindangkarya, Desa
Sindangmandi, Desa  Tanjungmanis, Desa
Waringin, dan Desa Kosambironyok dengan luas
1.258,49 (seribu dua ratus lima puluh delapan
koma empat sembilan) hektare; dan

SWP D merupakan sebagian wilayah Desa
Bunihara, Desa Cikoneng, Desa Sindangkarya,
Desa Sindangmandi, Desa Tambangayam, Desa
Tanjungmanis, dan Desa Banjarsari dengan luas
2.454,82 (dua ribu empat ratus lima puluh empat
koma delapan dua) hektare.

SWP A sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a,
dibagi atas 2 (dua) blok dan 4 (empat) sub-blok meliputi:

a.

Blok 1 dengan luas 756,38 (tujuh ratus lima puluh
enam koma tiga delapan) hektare yang terdiri atas
sub-blok A dan sub-blok B.

Blok 2 merupakan wilayah Desa Bunihara, Desa
Cikoneng, Desa Mekarsari, Desa Sindangkarya,
Desa Tambangayam, dan Desa Tanjungmanis
dengan luas 586,32 (lima ratus delapan puluh
enam koma tiga dua) hektare yang terdiri atas sub-
blok A dan sub-blok B.

SWP B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b,
dibagi atas 3 (tiga) blok dan 7 (tujuh) sub-blok meliputi:

a.

Blok 1 dengan luas 462,65 (empat ratus enam
puluh dua koma enam lima) hectare yang terdiri
atas sub-blok A, sub-blok B dan sub-blok C;

Blok 2 dengan luas 605,20 (enam ratus lima koma
dua nol) hektare yang terdiri atas sub-blok A, sub-
blok B dan sub-blok C; dan

Blok 3 dengan luas 815,56 (delapan ratus lima
belas koma lima enam) hektare yang terdiri atas
sub-blok A.

SWP C sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c,
dibagi atas 2 (dua) blok meliputi:

a.

Blok 1 dengan luas 663,53 (enam ratus enam puluh
tiga koma lima tiga) hektare yang terdiri atas sub-
blok A dan sub-blok B; dan

b. Blok ...
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b. Blok 2 dengan luas 594,96 (lima ratus sembilan
puluh empat koma sembilan enam) hektare yang
terdiri atas sub-blok A dan sub-blok B.

SWP D sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d,
dibagi atas 2 (dua) blok meliputi:

a. Blok 1 dengan luas 1.549,30 (seribu lima ratus
empat puluh sembilan koma tiga nol) hektare yang
terdiri atas sub-blok A;

b. Blok 2 dengan luas 905,53 (sembilan ratus lima
koma lima tiga) hektare yang terdiri atas sub-blok
A.

Delineasi WP Anyar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri
dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pembagian SWP dan Blok pada WP Anyar sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam peta
dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail
informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

BAB II
TUJUAN PENATAAN WP
Pasal 4

Penataan WP anyar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf a bertujuan untuk mewujudkan WP Anyar sebagai
pusat pengembangan pariwisata, pertanian, dan industri
yang terpadu, berkelanjutan, dan berbasis mitigasi bencana.

(1)

BAB III
RENCANA STRUKTUR RUANG
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf b, meliputi:

a. rencana pengembangan pusat pelayanan;

b. rencana jaringan transportasi;

C. rencana jaringan energi;

d. rencana jaringan telekomunikasi;
e. rencana jaringan sumber daya air;
f.  rencana jaringan air minum;

g. rencana jaringan pengelolaan air limbah dan
pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun
(B3);

h. rencana jaringan persampahan;

i. rencana ...
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i.  rencana jaringan drainase; dan

j- rencana jaringan prasarana lainnya.

Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian
geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000
sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Bagian Kedua

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

(1)

(2)

(3)

(4)

()

(6)

Pasal 6

Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, meliputi:

a. pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan;

b. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan;
dan

c. pusat pelayanan lingkungan.

Pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Pusat Pelayanan
Kota/Kawasan Perkotaan Anyar yang terdapat di SWP B
pada Blok 2 Sub-Blok A.

Sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri
atas:

a. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
Cikoneng yang terdapat di SWP A Blok 2 Sub-Blok
B; dan

b. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
Kosambironyok yang terdapat di SWP C Blok 2
Sub-Blok A.

Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c, meliputi:
a. pusat lingkungan kecamatan; dan

b. pusat lingkungan desa.

Pusat lingkungan kecamatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) huruf a, yaitu Pusat Lingkungan
Kecamatan Banjarsari yang terdapat di SWP C Blok 1
Sub-Blok A.

Pusat lingkungan desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) huruf b, terdiri atas:

a. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Bandulu yang
terdapat di SWP A Blok 1 Sub-Blok A;

b. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Cikoneng yang
terdapat di SWP B Blok 1 Sub-Blok B;

c. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Mekarsari yang
terdapat di SWP B Blok 2 Sub-Blok B;

d. Pusat Lingkungan  Kelurahan/Desa  Pulau
Sangiang yang terdapat di SWP B Blok 3 Sub-Blok
A;

e. Pusat ...
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e. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa
Kosambironyok yang terdapat di SWP C Blok 2
Sub-Blok B;

f.  Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Sindangkarya
yang terdapat di SWP A Blok 2 Sub-Blok B;

g. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Sindangmandi
yang terdapat di SWP D Blok 2 Sub-Blok A;

h. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Bunihara yang
terdapat di SWP C Blok 1 Sub-Blok B; dan

i. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Tambangayam
terdapat di SWP A Blok 1 Sub-Blok B.

Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta
dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail
informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi
Pasal 7

Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, meliputi:

a. jalan kolektor primer;
jalan kolektor sekunder;

jalan lokal primer;

a0 o

jalan lokal sekunder;
jalan lingkungan primer;
jalan lingkungan sekunder;

jalan tol;

5ot o

terminal penumpang tipe c;

[y

jembatan;

j-  halte;

k. jaringan jalur kereta api antar kota;
l. stasiun kereta api; dan

m. pelabuhan pengumpan regional.

Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian
geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000
sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, meliputi:

a. Ruas Jalan Bts. Kota Cilegon-Pasauran melalui
SWP A Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B, SWP A Blok
2 Sub-Bok B, SWP B Blok 1 Sub-Blok B, Sub-Blok
C, dan SWP B Blok 2 Sub-Blok C;

b. Ruas ...
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Ruas Jalan Gunungsari — Mancak — Anyar melalui
SWP B pada Blok 2 Sub-Blok A , Sub-Blok C, SWP
C Blok 2 Sub-blok A dan Sub-Blok B;

Ruas Jalan Lingkar Anyer - Jaha melalui SWP B
Blok 2 Sub-Blok A dan Sub-Blok B; dan

Ruas Jalan Lingkar Anyer melalui SWP A pada Blok
2 Sub-Blok A, Sub-Blok B, SWP B pada Blok 1 Sub-
Blok A, Sub-Blok B dan Blok 2 Sub-Blok B.

Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a.

b.

Ruas Jalan Bandulu - Bagbagan melalui SWP A
Blok1 Sub-Blok A;

Ruas Jalan Cikoneng - Tanjungmanis melalui SWP
B Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan Sub-Blok C;

Ruas Jalan Cisiram — Kamasan melalui SWA A Blok
1 Sub-Blok A dan Sub-Blok B;

Ruas Jalan Bunihara — Jaha melalui SWP C Blok 1
Sub-Blok A, Sub-Blok B, SWP D Blok 1 Sub-Blok A
dan Blok 2 Sub-Blok A;

Ruas Jalan Pasar Sore — Kaligede melalui SWP A
Blok 2 Sub-Blok A, SWP C Blok 1 Sub-Blok A, Sub-
Blok B, Blok 2 Sub-Blok A dan Sub-Blok B;

Ruas Jalan Anyer — Jaha melalui SWP B Blok 2
Sub-Blok B dan Sub-Blok C; dan

Ruas Jalan Cibaru — Jaha melalui SWP A Blok 1
Sub-Blok B, Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B, SWP
B Blok 2 Sub-Blok B dan SWP D Blok 1 Sub-Blok
A.

Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c, terdiri atas:

a.

b.

Ruas Jalan Raya Manca melalui SWP B pada Blok
2 Sub-Blok A dan Sub-Blok C;

Ruas Jalan Anyer — Siring melalui SWP A pada Blok
2 Sub-Blok A dan Sub-Blok B, SWP B pada Blok 1
Sub-Blok A dan Sub-Blok C, dan SWP B pada Blok
2 Sub-Blok B;

Ruas Jalan Jaha - Sindangkarya melalui SWP C
pada Blok 1 Sub-Blok B, SWP D Blok 1 Sub-Blok
A, dan SWP D Blok 2 Sub-Blok A;

Ruas Jalan Desa Anyar melalui SWP B Blok 2 Sub-
Blok B dan Sub-Blok C; dan

Ruas Jalan Desa Grogolindah melalui SWP B Blok
2 Sub-Blok A.

Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d, terdiri atas:

a.

b.

Ruas Jalan Bandulu - Cirunten Girang melalui
SWP A Blok 1 Sub-Blok A;

Ruas Jalan Bunihara — Banjarsari melalui SWP C
Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B;

Ruas Jalan Desa Tambangayam melalui SWP A
Blok 1 Sub-Blok A dan Sub-Blok B;

d. Ruas ...
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Ruas Jalan Jaha - Sindangmandi melalui SWP D
Blok 1 Sub-Blok A;

Ruas Jalan Kosambironyok - Banjarsari melalui
SWP C Blok 1 Sub-Blok A dan Blok 2 Sub-Blok A;
dan

Ruas Jalan Kosambironyok — Lingkar Anyer melalui
SWP B Blok 2 Sub-Blok A, SWP C Blok 2 Sub-Blok
A dan Sub-Blok B.

Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e, terdiri atas:

a.

b.

Ruas Jalan Jaha - Sindangkarya melalui SWP D
Blok 1 Sub-Blok A;

Ruas Jalan Kampung Baru melalui SWP A Blok 1
Sub-Blok A, Sub-Blok B;

Ruas Jalan Kampung Waluran 2 melalui SWP B
Blok 2 Sub-Blok A;

Ruas Jalan KH. Jahawi melalui SWP C Blok 1 Sub-
Blok A;

Ruas Jalan Kp. Garung Sieurih melalui SWP D Blok
2 Sub-Blok A;

Ruas Jalan Kp. Kadu Odeng melalui SWP C Blok 1
Sub-Blok A dan SWP D Blok 2 Sub-Blok A;

Ruas Jalan Kp. Kadudago 2 melalui SWP D Blok 1
Sub-Blok A;

Ruas Jalan Kp. Pabuaran — Kosambironyok melalui
SWP C Blok 2 Sub-Blok A dan Sub-Blok B;

Ruas Jalan Kp. Pabuaran - Kosambironyok 2
melalui SWP C Blok 2 Sub-Blok A;

Ruas Jalan Kp. Pegadungan melalui SWP B Blok 2
Sub-Blok B dan Sub-Blok C;

Ruas Jalan Kp. Ranca Lembang melalui SWP A
Blok 1 Sub-Blok A dan Sub-Blok B;

Ruas Jalan Kp. Tegal Cabe melalui SWP A Blok 2
Sub-Blok A dan SWP B Blok 2 Sub-Blok B;

Ruas Jalan Pasirwaru — Banjarsari melalui SWP C
Blok 1 Sub-Blok A dan SWP D Blok 2 Sub-Blok A

Ruas Jalan Pelabuhan Paku Anyar melalui SWP B
Blok 2 Sub-Blok C;

Ruas Jalan Desa Anyar melalui SWP B Blok 2 Sub-
Blok A, Sub-Blok B dan Sub-Blok C;

Ruas Jalan Desa Banjarsari melalui SWP C Blok 1
Sub-Blok A dan SWP D Blok 2 Sub-Blok A;

Ruas Jalan Desa Bunihara melalui SWP C Blok 1
Sub-Blok A, Sub-Blok B, SWP D Blok 1 Sub-Blok A
dan Blok 2 Sub-Blok A;

Ruas Jalan Desa Cikoneng melalui SWP B Blok 1
Sub-Blok A, Sub-Blok B, Sub-Blok C dan Blok 3
Sub-Blok A;

Ruas Jalan Desa Grogolindah melalui SWP B Blok
2 Sub-Blok A dan SWP C Blok 2 Sub-Blok B;

t. Ruas ...
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Ruas Jalan Desa Kosambironyok melalui SWP B
Blok 2 Sub-Blok A, SWP C Blok 2 Sub-Blok A dan
Sub-Blok B;

Ruas Jalan Desa Mekarsari melalui SWP B Blok 2
Sub-Blok B;

Ruas Jalan Desa Sindangkarya melalui SWP A Blok
2 Sub-Blok A dan SWP D Blok 1 Sub-Blok A;

Ruas Jalan Desa Tambangayam melalui SWP A
Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan SWP D Blok 1
Sub-Blok A;

Ruas Jalan Rencana Jalan Lingkungan Desa
Bandulu melalui SWP B Blok 2 Sub-Blok A;

Ruas Jalan Rencana Jalan Lingkungan Desa
Cikoneng melalui SWP B Blok 1 Sub-Blok A, Sub-
Blok B dan Sub-Blok C;

Ruas Jalan Rencana Jalan Lingkungan Desa
Grogolindah melalui SWP B Blok 2 Sub-Blok A;

Ruas Jalan Rencana Jalan Lingkungan Desa
Mekarsari melalui SWP B Blok 1 Sub-Blok C, Blok
2 Sub-Blok A dan Sub-Blok B;

Ruas Jalan Rencana Jalan Lingkungan Desa
Tambangayam melalui SWP A Blok 1 Sub-Blok A,
Sub-Blok B dan Blok 2 Sub-Blok B; dan

Ruas Jalan Rencana Jalan Lingkungan Desa
Tanjungmanis melalui SWP B Blok 1 Sub-Blok C.

Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf f, terdiri atas:

a.

b.

Ruas Jalan Kp. Sukamanah 2 melalui SWP B Blok
2 Sub-Blok C;

Ruas Jalan Kp. Rahayu melalui SWP B Blok 2 Sub-
Blok A dan Sub-Blok C;

Ruas Jalan Kp. Kenanga melalui SWP B Blok 2
Sub-Blok C;

Ruas Jalan Kp. Eurih melalui SWP A Blok 1 Sub-
Blok B dan Blok 2 Sub-Blok B;

Ruas Jalan Kp. Cijeruk melalui SWP C Blok 1 Sub-
Blok B;

Ruas Jalan Kampung Waluran Lama melalui SWP
B Blok 2 Sub-Blok A;

Ruas Jalan Kampung Waluran 3 melalui SWP B
Blok 2 Sub-Blok A;

Ruas Jalan Gudang Kopi melalui SWP B Blok 2
Sub-Blok C;

Ruas Jalan Gang Kisepuh melalui SWP B Blok 2
Sub-Blok C;

Ruas Jalan Gang Kabayan melalui SWP B Blok 2
Sub-Blok B;

Ruas Jalan Desa Tanjungmanis melalui SWP A
Blok 2 Sub-Blok A, SWP B Blok 1 Sub-Blok A dan
Blok 2 Sub-Blok B;

l. Ruas ...
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Ruas Jalan Desa Tambangayam melalui SWP A
Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B, Blok 2 Sub-Blok B
dan SWP D Blok 1 Sub-Blok A;

Ruas Jalan Desa Sindangmandi melalui SWP C
Blok 1 Sub-Blok B dan SWP D Blok 1 Sub-Blok A;

Ruas Jalan Desa Sindangkarya melalui SWP A Blok
2 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan SWP D Blok 1 Sub-
Blok A;

Ruas Jalan Desa Mekarsari melalui SWP A Blok 2
Sub-Blok A, SWP B Blok 1 Sub-Blok C, Blok 2 Sub-
Blok B dan Sub-Blok C;

Ruas Jalan Desa Kosambironyok melalui SWP B
Blok 2 Sub-Blok A, SWP C Blok 2 Sub-Blok A dan
Sub-Blok B;

Ruas Jalan Desa Grogolindah melalui SWP B Blok
2 Sub-Blok A, SWP C Blok 2 Sub-Blok A dan Sub-
Blok B;

Ruas Jalan Desa Cikoneng melalui SWP A Blok 1
Sub-Blok B, Blok 2 Sub-Blok B, SWP B Blok 1 Sub-
Blok B, Sub-Blok C dan Blok 3 Sub-Blok A;

Ruas Jalan Desa Bunihara melalui SWP A Blok 2
Sub-Blok A, SWP B Blok 2 Sub-Blok B, SWP C Blok
1 Sub-Blok A, dan Sub-Blok B;

Ruas Jalan Desa Banjarsari melalui SWP C Blok 1
Sub-Blok A dan SWP D Blok 2 Sub-Blok A;

Ruas Jalan Desa Bandulu melalui SWP A Blok 1
Sub-Blok A; dan

Ruas Jalan Desa Anyar melalui SWP B Blok 1 Sub-
Blok C, Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan Sub-
Blok C.

Jalan tol sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1)
huruf g, yaitu Jalan Tol Serang-Anyer, melalui;

a.
b.

SWP A pada Blok 2 Sub-Blok A dan Sub-Blok B;
SWP B pada Blok 1 Sub-Blok B; dan

SWP D pada Blok 1 Sub-Blok A dan Blok 2 Sub-
Blok A.

Terminal penumpang tipe c¢ sebagaimana dimaksud
pada Pasal 7 ayat (1) huruf h, berupa Terminal
Penumpang Tipe C Anyar terdapat di SWP B Blok 2 Sub-
Blok A.

Jembatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1)
hurufi terdapat di:

a.

b.

SWP A Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan Blok 2
Sub-Blok A, Sub-Blok B;

SWP B Blok 1 Sub-Blok B dan Blok 2 Sub-Blok A,
Sub-Blok B, Sub-Blok C;

SWP C Blok 1 Sub-Blok A dan Blok 2 Sub-Blok A;
dan

SWP D Blok 1 Sub-Blok A.

(12) Halte ...
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Halte sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1)
huruf j terdapat di :

a. SWP A Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan Blok 2
Sub-Blok A, Sub-Blok B;

b. SWP B Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B-Sub-Blok C
dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan Sub-Blok
G,

c. SWP C Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan Blok 2
Sub-Blok A, Sub-Blok B; dan

d. SWP D Blok 1 Sub-Blok A.

Jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana
dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf k yaitu Jaringan
Jalur Kereta Api Antarkota Cilegon-Anyer Kidul, melalui
SWP B Blok 1 Sub-Blok B, Sub-Blok C dan Blok 2 Sub-
Blok A, Sub-Blok B dan Sub-Blok C.

Stasiun kereta api sebagaimana Pasal 7 ayat (1) hurufl,
yaitu stasiun penumpang kecil berupa Stasiun
Penumpang Kecil Anyer Kidul yang terdapat di SWP B
pada Blok 1 Sub-Blok B.

Pelabuhan pengumpan regional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (1) huruf m berupa Pelabuhan
Pengumpan Regional Anyer Lor yang terdapat di SWP B
Blok 2 Sub-Blok C.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Energi
Pasal 8

Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri atas:

a. pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD);

b. saluran udara tegangan tinggi (SUTT);

c. saluran udara tegangan menengah (SUTM);
d. saluran udara tegangan rendah (SUTR); dan
e. gardu listrik.

Pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Pembangkit
Listrik Tenaga Diesel (PLTD) P. Sangiang, terdapat di
SWP B pada Blok 3 Sub-Blok A.

Saluran udara tegangan tinggi (SUTT) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Saluran Udara
Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Asahimas 2-Asahimas,
melalui :

a. SWP A pada Blok 1 Sub-Blok A dan Sub-Blok B,
SWP A Blok 2 Sub-Blok A dan Sub-Blok B;

b. SWP B pada Blok 2 Sub-Blok A dan Sub-Blok B;
dan

c. SWP C pada Blok 1 Sub-Blok B dan SWP C pada
Blok 2 Sub-Blok A dan Sub-Blok B.

(4) Saluran ...
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Saluran udara tegangan menengah (SUTM)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melalui :

a. SWP A Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan Blok 2
Sub-Blok A, Sub-Blok B;

b. SWP B Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B-Sub-Blok C
dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B, Sub-Blok C;

c. SWP C Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan Blok 2
Sub-Blok A, Sub-Blok B; dan

d. SWP D Blok 1 Sub-Blok A dan Blok 2 Sub-Blok A.

Saluran udara tegangan rendah (SUTR) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d, melalui :

a. SWP A Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan Blok 2
Sub-Blok A, Sub-Blok B;

b. SWP B Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B-Sub-Blok C
dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B, Sub-Blok C
dan Blok 3 Sub-Blok A;

c. SWP CBlok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B, Blok 2 Sub-
Blok A, Sub-Blok B ; dan

d. SWP D Blok 1 Sub-Blok A dan Blok 2 Sub-Blok A.

Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e, berupa Gardu Distribusi, terdapat di :

a. SWP A Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan Blok 2
Sub-Blok A, Sub-Blok B;

b. SWP B Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B-Sub-Blok C
dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B, Sub-Blok C;

c. SWP C Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan Blok 2
Sub-Blok A, Sub-Blok B; dan

d. SWP D Blok 1 Sub-Blok A dan Blok 2 Sub-Blok A.

Rencana jaringan energi digambarkan dalam peta
dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail
informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Rencana Jaringan Telekomunikasi
Pasal 9

Rencana  jaringan  telekomunikasi  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, terdiri atas:

a. jaringan tetap; dan
b. jaringan bergerak seluler.

Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a yaitu:

a. jaringan serat optik: dan
b. jaringan telepon fixed line.

Jaringan serat optik sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a, melalui:

a. SWP A pada Blok 1 Sub- Blok A, Sub-Blok B dan
Blok 2 Sub-Blok A dan Sub-Blok B;

b. SWP ...
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b. SWP B pada Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B, Sub-
Blok C dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B, Sub-
Blok C;

c. SWP C pada Blok 2 Sub-Blok A dan Sub-Blok B;
dan

d. SWP D pada Blok 1 Sub-Blok A.

Jaringan telepon fixed line sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b, melalui:

a. SWP A Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan Blok 2
Sub-Blok A, Sub-Blok B;

b. SWP B Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B-Sub-Blok C
dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B, Sub-Blok C;

c. SWP C Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan Blok 2
Sub-Blok A, Sub-Blok B; dan

d. SWP D Blok 1 Sub-Blok A dan Blok 2 Sub-Blok A

Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, berupa menara base transceiver station
(BTS) yang terdapat di SWP A pada Blok 2 Sub-Blok B,
SWP B pada Blok 1 Sub-Blok B dan Blok 3 Sub-Blok A,
SWP D pada Blok 1 Sub-Blok A.

Rencana jaringan telekomunikasi digambarkan dalam
peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail
informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam

Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 10
Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, berupa Sistem

Jaringan Irigasi, terdiri atas:

a. sistem jaringan irigasi;

b. sistem pengendalian banjir; dan

c. bangunan sumber daya air.

Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a. jaringan irigasi primer; dan

b. jaringan irigasi sekunder.

Jaringan irigasi primer sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf a, melalui:

a. SWP A pada Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B;

b. SWP B pada Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan
Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B, Sub Blok C;

c. SWP C pada Blok 1 Sub-Blok A, Sub Blok B dan
Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B; dan

d. SWP D pada Blok 1 Sub-Blok A dan Blok 2 Sub-
Blok A.

Jaringan irigasi sekunder sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf b, melalui:

a. SWP ...
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a. SWP A pada Blok 1 Sub-Blok B dan Blok 2 Sub-
Blok A, Sub-Blok B;

b. SWP B pada Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan
Blok 2 Sub-Blok B, Sub-Blok C; dan

c. SWP D pada Blok 1 Sub-Blok A.

Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b, berupa:

a. jaringan pengendalian banjir; dan

b. bangunan pengendalian banjir.

Jaringan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud

pada ayat (5) huruf a, melalui:

a. SWP A pada Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B, Blok
2 Sub-Blok A, Sub-Blok B;

b. SWP B pada Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B, Sub-
Blok C, Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan Sub-
Blok C; dan

c. SWP D pada Blok 1 Sub-Blok A.

Bangunan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud

pada ayat (5) huruf a, terdapat pada :

a. SWP A Blok 2 Sub-Blok B;

b. SWP B Blok 1 Sub-Blok B, Blok 2 Sub-Blok B dan
Sub-Blok C;

c. SWP C Blok 1 Sub-Blok A dan Blok 2 Sub-Blok B.

Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c, berupa pintu air, terdapat pada

SWP B Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan Blok 2 Sub-

Blok C dan SWP D Blok 1 Sub-Blok A.

Rencana jaringan sumber daya air digambarkan dalam

peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail

informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam

Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Rencana Jaringan Air Minum
Pasal 11

Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, terdiri atas:

unit air baku;

unit produksi;

unit distribusi;

bak penampungan air hujan; dan

bangunan penangkap mata air.

Umt air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a, berupa jaringan transmisi air baku, melalui:

a. SWP A pada Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan
Blok 2 Sub-Blok B; dan

b. SWP B pada Blok 1 Sub-Blok B, Sub-Blok C dan
Blok 2 Sub-Blok C.

Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b, berupa bangunan penampung air yang

terdapat di SWP B pada Blok 1 Sub-Blok B.

om0 g

(4) Unit ...
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Unit distribusi Sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c, berupa jaringan distribusi pembagi, melalui :

a. SWP A pada Blok 1 Sub-Blok A, Sub- Blok B dan
Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B;

b. SWP B pada Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B, Sub-
Blok C dan Blok 2 Sub-Blok A. Sub-Blok B, Sub-
Blok C;

c. SWP C pada Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan
Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B; dan

d. SWP D pada Blok 1 Sub-Blok A dan Blok 2 Sub-
Blok A.

Bak penampungan air hujan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf d, terdapat di SWP B pada Blok 3

Sub-Blok A.

Bangunan penangkap mata air sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf e yang terdapat di SWP B pada Blok

1 Sub-Blok B.

Rencana jaringan air minum digambarkan dalam peta

dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail

informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam

Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan

(1)

(2)

(3)

(4)

Beracun (B3)
Pasal 12

Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah

bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, meliputi:

a. sistem pengelolaan air limbah non domestik;

b. sistem pengelolaan air limbah domestik setempat;

c. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat;
dan

d. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan
beracun (B3).

Sistem pengelolaan air limbah non domestik

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa

Jaringan sistem pengelolaan air limbah non domestik,

melalui:

a. SWP B pada Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok C; dan

b. SWP C pada Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B.

Sistem pengelolaan air limbah domestik Setempat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa

sub-sistem pengolahan setempat yang terdapat di SWP

B pada Blok 3 Sub-Blok A;

Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa

ipal skala kawasan tertentu/permukiman, terdapat di:

a. SWP ...
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a. SWP A pada Blok 1 Sub-Blok A dan Sub-Blok B;

b. SWP B pada Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok C, SWP
B Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B, Sub-Blok C dan
Blok 3 Sub-Blok A;

c. SWP C pada Blok 1 Sub-Blok B; dan

d. SWP D pada Blok 1 Sub-Blok A dan Blok 2 Sub-
Blok A.

Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan

beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d, terdapat di:

a. SWP A pada Blok 2 Sub-Blok B; dan

b. SWP B pada Blok 2 Sub-Blok C.

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan

ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
Rencana Jaringan Persampahan
Pasal 13

Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, berupa tempat
pengelolaan sampah reuse, reduce, recycle (TPS3R).
Tempat pengelolaan sampah reuse, reduce, recycle
(TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat
di:
a. SWP A pada Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan
Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B;
b. SWP B pada Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan
Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B, Sub-Blok C; dan
c. SWP C pada Blok 1 Sub-Blok B dan Blok 2 Sub-
Blok B.
Rencana jaringan persampahan digambarkan dalam
peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail
informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
Rencana Jaringan Drainase
Pasal 14

Jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5 ayat (1) huruf i, meliputi:

a. jaringan drainase primer;

b. jaringan drainase sekunder;
c. jaringan drainase tersier; dan
d

jaringan drainase lokal.

(2) Jaringan ...
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Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, melalui:

a. SWP A pada Blok 2 Sub-Blok A; dan
b. SWP B pada Blok 2 Sub-Blok B dan Sub-Blok C.

Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, melalu:

a. SWP A pada Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan
Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B;

b. SWP B pada Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B, Sub-
Blok C dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B, Sub-
Blok C;

c. SWP C pada Blok 1 Sub-Blok B, Blok 2 Sub-Blok A,
Sub-Blok B; dan

d. SWP D pada Blok 1 Sub-Blok A.

Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c, melalui semua SWP pada WP Anyar.

Jaringan drainase lokal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d, melalui semua SWP pada WP Anyar.

Rencana jaringan drainase digambarkan dalam peta
dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail
informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas

Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

(1)

(2)

(3)

Pasal 15

Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j, terdiri atas:

a. jalur evakuasi bencana;
b. tempat evakuasi;

c. jalur sepeda; dan

d. jaringan pejalan kaki.

Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, berupa jalur evakuasi bencana banjir,
jalur evakuasi bencana gempa bumi, jalur evakuasi
gerakan tanah, jalur evakuasi bencana likuefaksi dan
jalur evakuasi bencana tsunami, melalui:

a. SWP A Blok 1 Sub-Blok A, Sub Blok B dan Blok 2
Sub-Blok A, Sub-Blok B;

b. SWP B Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B, Sub-Blok
C, SWP B Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B, Sub-Blok
C dan SWP B Blok 3 Sub-Blok A;

c. SWP C Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan Blok 2
Sub-Blok A, Sub-Blok B; dan

d. SWP D Blok 1 Sub-Blok A dan Blok 2 Sub-Blok A.

Ruas jalan yang difungsikan sebagai jalur evakuasi
bencana, meliputi:

a. Ruas Jalan Anyer — Jaha;

b. Ruas ...
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Ruas Jalan Anyer - Siring;

Ruas Jalan Bandulu - Cirunten Girang;

g0 o

Ruas Jalan Bts. Kota Cilegon - Pasauran;
Ruas Jalan Cibaru - Jaha;
Ruas Jalan Cikoneng — Tanjungmanis;

Ruas Jalan Cisiram — Kamasan;

5@ o

Ruas Jalan Gunungsari - Mancak — Anyar;

=

Ruas Jalan Jaha — Sindangkarya;

Ruas Jalan Jaha - Sindangmandi;

s

Ruas Jalan Kampung Waluran 2;

—_

Ruas Jalan Kosambironyok - Lingkar Anyer;
Ruas Jalan Kp. Cijjeruk;

Ruas Jalan Kp. Kadudago 2;

Ruas Jalan Kp. Pegadungan;

Ruas Jalan Kp. Tegal Cabe;

Ruas Jalan Lingkar Anyer;

52w OB g

Ruas Jalan Lingkar Anyer — Jaha;
Ruas Jalan Pasar Sore — Kaligede;
Ruas Jalan Pelabuhan Paku Anyar;
Ruas Jalan Raya Manca;

Ruas Jalan Desa Cikoneng

Ruas Jalan Desa Kosambironyok
Ruas Jalan Desa Mekarsari

Ruas Jalan Desa Sindangkarya

N9 X g 2 g & oo

Ruas Jalan Desa Anyar;
aa. Ruas Jalan Desa Tambangayam

Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, meliputi:

a. titik kumpul;
b. tempat evakuasi sementara; dan
c. tempat evakuasi akhir.

Titik kumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
huruf a, terdapat pada:

a. SWP A Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan Blok 2
Sub Blok-B;

b. SWP B Blok 1 Sub-Blok B, Sub Blok C, Blok 2 Sub-
Blok A, Sub-Blok B, Sub-Blok C dan Blok 3 Sub-
Blok A; dan

C. SWP D Blok 1 Sub-Blok A dan Blok 2 Sub-Blok A.

Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) huruf b, terdapat pada:

a. SWP ...
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a. SWP A Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B;

b. SWP B Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan Blok 3
Sub-Blok A;

c. SWP C Blok 1 Sub-Blok B; dan
d. SWP D Blok 1 Sub-Blok A.

Tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) huruf c, terdapat pada :

a. SWP A Blok 1 Sub-Blok A;
b. SWP B Blok 2 Sub-Blok A; dan
c. SWP C Blok 1 Sub-Blok B.

Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ melalui Ruas Jalan Bts. Kota Cilegon -
Pasauran, melalui:

a. SWP A Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan Blok 2
Sub-Blok B;

b. SWP B Blok 1 Sub-Blok B, Sub-Blok C dan Blok 2
Sub-Blok C.

Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d, terdapat melalui:

a. SWP A pada Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B, dan
Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B;

b. SWP B pada Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B, Sub-
Blok C dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B, Sub-
Blok C;

c. SWP C pada Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan
Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B; dan

d. SWP D pada Blok 1 Sub-Blok A.

Jaringan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d, melalui:

a. Ruas Jalan Anyer — Jaha;
Ruas Jalan Anyer — Siring;

Ruas Jalan Bandulu - Bagbagan;

g0 o

Ruas Jalan Bandulu - Cirunten Girang;
Ruas Jalan Bts. Kota Cilegon — Pasauran;
Ruas Jalan Bunihara — Banjarsari;

Ruas Jalan Bunihara — Jaha;

5o ot o

Ruas Jalan Cibaru — Jaha;

e

Ruas Jalan Cisiram — Kamasan;

Ruas Jalan Gunungsari - Mancak — Anyar;

o

Ruas Jalan Jaha - Sindangkarya;

[um—

Ruas Jalan Kampung Waluran 2;
Ruas Jalan KH. Jahawi;
Ruas Jalan Kosambironyok — Banjarsari;

Ruas Jalan Kp. Pabuaran — Kosambironyok;

T ° B B

Ruas Jalan Lingkar Anyer;

q. Ruas ...
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q. Ruas Jalan Lingkar Anyer — Jaha;
r. Ruas Jalan Pasar Sore — Kaligede;
s. Ruas Jalan Pasirwaru — Banjarsari;
t. Ruas Jalan Desa Anyar;

u. Ruas Jalan Desa Banjarsari;

v. Ruas Jalan Desa Bunihara; dan

w. Ruas Jalan Desa Kosambironyok.

Rencana jaringan prasarana lainnya digambarkan
dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian
detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
RENCANA POLA RUANG
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 16

Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf c, meliputi:

a. zona lindung; dan
b. zona budi daya.

Zona lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, meliputi:

a. zona badan air dengan kode BA;

b. zona perlindungan setempat dengan kode PS;

c. zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH; dan
d. zona konservasi dengan kode KS.

Zona budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, meliputi:

a. zona badan jalan dengan kode BJ;
zona hutan produksi dengan kode KHP;

zona pertanian dengan kode P;

e 0o

zona kawasan peruntukan industri dengan kode
KPI;

zona pariwisata dengan kode W;
zona perumahan dengan kode R;

zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU;

5@ o

zona perdagangan dan jasa dengan kode K;

—e

zona perkantoran dengan kode KT;
j-  zona transportasi dengan kode TR; dan

k. zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK.

(4) Rencana ...
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(4) Rencana pola ruang WP Anyar sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat
ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu)
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Bagian Kedua
Zona Lindung
Paragraf 1
Zona Badan Air
Pasal 17

Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a seluas 18,71 (delapan belas
koma tujuh satu) hektare, terdapat di:

a. SWP A Blok 1 Sub-Blok A dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-
Blok B;

b. SWP B Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan Blok 2 Sub-
Blok A, Sub-Blok B, Sub-Blok C;

c. SWP C Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan Blok 2 Sub-
Blok A, Sub-Blok B; dan

d. SWP D Blok 1 Sub-Blok A.
Paragraf 2
Zona Perlindungan Setempat
Pasal 18

Zona perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b seluas 21,45 (dua
puluh satu koma empat lima) hektare, terdapat di:

a. SWP A Blok 1 Sub-Blok A dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-
Blok B;

b. SWP B Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan Blok 2 Sub-
Blok A, Sub-Blok B, Sub-Blok C;

c. SWP C Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan Blok 2 Sub-
Blok A, Sub-Blok B; dan

d. SWP D Blok 1 Sub-Blok A.
Paragraf 3
Zona Ruang Terbuka Hijau
Pasal 19

(1) Zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c
seluas 30,07 (tiga puluh koma nol tujuh) hektare, terdiri
atas:

a. sub zona rimba kota dengan kode RTH-1;

b. sub zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
c. sub zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
d

sub zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan

®

sub zona jalur hijau dengan kode RTH-8.

(2) Sub ...
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Sub zona rimba kota dengan kode RTH-1 sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) huruf a seluas 12,79 (dua belas
koma tujuh Sembilan) hektare, terdapat di SWP C Blok
1 Sub-Blok B.

Sub zona taman kecamatan dengan kode RTH-3
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b seluas
3,61 (tiga koma enam satu) hektare, terdapat di SWP B
Blok 2 Sub-Blok C dan SWP C Blok 1 Sub-Blok B.

Sub zona taman kelurahan dengan kode RTH-4
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c seluas
1,92 (satu koma Sembilan dua) hektare, terdapat di SWP
A Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan SWP B Blok 2 Sub-
Blok B, Sub Blok C.

Sub zona pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) huruf d seluas 4,74 (empat
koma tujuh empat) hektare, terdapat di:

a. SWP A Blok 1 Sub-Blok B;

b. SWP B Blok 2 Sub-Blok B, Sub-Blok C;
c. SWP C Blok 1 Sub-Blok B; dan

d. SWP D Blok 1 Sub-Blok A.

Sub zona jalur hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) huruf e seluas 6,99 (enam
koma sembilan Sembilan) hektare, terdapat di:

a. SWP A Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan Blok 2
Sub-Blok A;

b. SWP B Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B, Sub-Blok C
dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B, Sub-Blok C;

c. SWP C Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan Blok 2
Sub-Blok A, Sub-Blok B; dan

d. SWP D Blok 1 Sub-Blok A dan Blok 2 Sub-Blok A.

Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa RTH privat
dalam setiap kavling bangunan yang luasnya sesuai
dengan KDH dalam ketentuan intensitas pemanfaatan
ruang.

Paragraf 4
Zona Konservasi
Pasal 20

Zona konservasi dengan kode KS sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d seluas 778,
30 (tujuh ratus tujuh puluh delapan koma tiga nol)
hektare, terdiri atas:

a. sub zona cagar alam dengan kode CA; dan
b. sub zona taman wisata alam dengan kode TWA.

Sub zona cagar alam dengan kode CA sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) huruf a seluas 206,42 (dua
ratus enam koma empat dua) hektare, terdapat di SWP
D Blok 1 Sub-Blok A dan Blok 2 Sub-Blok A.

(3) Sub ...
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(3) Sub 2zona taman wisata alam dengan kode TWA
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b seluas
571,88 (lima ratus tujuh puluh satu koma delapan
delapan) hektare terdapat di SWP B Blok 3 Sub-Blok A.

Bagian Kedua
Zona Budi Daya
Paragraf 1
Zona Badan Jalan
Pasal 21

Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a seluas 53,84 (lima puluh tiga
koma delapan empat) hektare, terdapat di semua SWP.

Paragraf 2
Zona Hutan Produksi
Pasal 22

Zona hutan produksi dengan kode KHP sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b terdiri atas sub
zona hutan produksi terbatas dengan kode HPT seluas
894,54 (delapan ratus Sembilan puluh empat koma lima
empat) hektar, terdapat di:

a. SWP C Blok 1 Sub-Blok A; dan
b. SWP D Blok 1 Sub-Blok A dan Blok 2 Sub-Blok A.
Paragraf 3
Zona Pertanian
Pasal 23

(1) Zona pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 ayat (3) huruf c seluas 2.507,99 (dua
ribu lima ratus tujuh koma Sembilan Sembilan) hektar,
terdiri atas:

a. sub zona tanaman pangan dengan kode P-1; dan
b. sub zona perkebunan dengan kode P-2.

(2) Sub 2zona tanaman pangan dengan kode P-1
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a seluas
1.047,30 (seribu empat puluh tujuh koma tiga nol)
hektare, terdapat di:

a. SWP A Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan Blok 2
Sub-Blok A, Sub-Blok B;

b. SWP B Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B, Sub-Blok C
dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B, Sub-Blok C;

c. SWP C Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan Blok 2
Sub-Blok A, Sub-Blok B; dan

d. SWP D Blok 1 Sub- Blok A dan Blok 2 Sub-Blok A.

(3) Sub zona perkebunan dengan kode P-2 sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) huruf b seluas 1.460,69 (seribu
empat ratus enam puluh koma enam Sembilan) hektare,
terdapat di:

a. SWP ...
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a. SWP A Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B;
b. SWP B Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B;

SWP C Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan Blok 2
Sub-Blok A, Sub-Blok B; dan

d. SWP D Blok 1 Sub-Blok A dan Blok 2 Sub-Blok A.
Paragraf 4
Zona Kawasan Peruntukan Industri
Pasal 24

Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf d
seluas 680,51 (enam ratus delapan puluh koma lima satu)
hektare, terdapat di:

a. SWP A Blok 2 Sub-Blok B;
b. SWP B Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok C; dan

c. SWP C Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan Blok 2 Sub-
Blok A dan Sub-Blok B.

Paragraf 5
Zona Pariwisata
Pasal 25

Zona pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 ayat (3) huruf e seluas 882,28 (delapan ratus
delapan puluh dua koma dua delapan) hektare, terdapat di:

a. SWP A Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan Blok 2 Sub-
Blok B; dan

b. SWP B Blok 1 Sub-Blok B, Sub-Blok C, Blok 2 Sub-Blok
C dan Blok 3 Sub-Blok A.

Paragraf 6
Zona Perumahan
Pasal 26

(1) Zona perumahan dengan kode R sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf f seluas 929,26
(Sembilan ratus dua puluh sembilan koma dua enam)
hektar, terdiri atas:

a. subzona perumahan kepadatan tinggi dengan kode

R-2;

b. sub zona perumahan kepadatan sedang dengan
kode R-3; dan

c. sub zona perumahan kepadatan rendah dengan
kode R-4.

(2) Sub zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-
2 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a seluas
180,49 (seratus delapan puluh koma empat Sembilan)
hektare, terdapat di:

a. SWP A Blok 1 Sub-Blok A; dan

b. SWP B Blok 1 Sub-Blok B, Sub-Blok C dan Blok 2
Sub-Blok A, Sub-Blok B, Sub-Blok C.

(3) Sub ...
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Sub zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-
3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b seluas
434,84 (empat ratus tiga puluh empat koma delapan
empat) hektare, terdapat di:

a. SWP A Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan Blok 2
Sub-Blok A, Sub-Blok B;

b. SWP B Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B, Sub-Blok C
dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B;

c. SWP C Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B; dan
d. SWP D Blok 1 Sub-Blok A.

Sub zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-
4 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c seluas
313,92 (tiga ratus tiga belas koma Sembilan dua)
hektare, terdapat di:

a. SWP A Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan Blok 2
Sub-Blok A, Sub-Blok B;

b. SWP B Blok 2 Sub-Blok B;

c. SWP C Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan Blok 2
Sub-Blok B; dan

d. SWP D Blok 1 Sub-Blok A dan Blok 2 Sub-Blok A.
Paragraf 7
Zona Sarana Pelayanan Umum
Pasal 27

Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf g
seluas 22,11 (dua puluh dua koma satu satu) hektare,
terdiri atas:

a. sub zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;

b. sub zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-
2;

c. sub zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-
3; dan

d. sub zona SPU skala RW dengan kode SPU-4.

Sub zona SPU skala kota dengan kode SPU-1
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a seluas
06,81 (enam koma delapan satu) hektare, terdapat di
SWP A Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B, SWP B Blok 1
Sub-Blok C dan Blok 2 Sub-Blok A.

Sub zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b seluas
5,05 (lima koma nol lima) hektare, terdapat di:

a. SWP A Blok 1 Sub-Blok A dan Blok 2 Sub-Blok A;

b. SWP B Blok 1 Sub-Blok B, Sub-Blok C dan Blok 2
Sub-Blok B, Sub-Blok C; dan

c. SWP C Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B.

Sub zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c seluas
6,94 (enam koma Sembilan empat) hektare, terdapat di:

a. SWP ...
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a. SWP A Blok 1-Sub-Blok A, Sub-Blok B dan Blok 2

Sub-Blok A;

b. SWP B Blok 1 Sub-Blok B, Sub-Blok C dan Blok 2
Sub-Blok A, Sub-Blok B, Sub-Blok C;

c. SWP C Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B; dan
d. SWP D Blok 1 Sub-Blok A dan Blok 2 Sub-Blok A.

Sub zona SPU skala RW dengan kode SPU-4
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d seluas
3,29 (tiga koma dua sembilan) hektare, terdapat di:

a. SWP A Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan Blok 2
Sub-Blok A;

b. SWP B Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B, Sub-Blok C
dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B, Sub-Blok C;

c. SWP C Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B; dan
SWP D Blok 1 Sub-Blok A dan Blok 2 Sub-Blok A.
Paragraf 8
Zona Perdagangan dan Jasa
Pasal 28

Zona perdagangan dan jasa dengan kode K sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf h seluas 110,77
(seratus sepuluh koma tujuh tujuh) hektare, terdiri
atas:

a. sub zona perdagangan dan jasa skala kota dengan

kode K-1;

b. sub zona perdagangan dan jasa skala WP dengan
kode K-2; dan

c. sub zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan
kode K-3.

Sub zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode
K-1 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a
seluas 34,38 (tiga puluh empat koma tiga delapan)
hektare, terdapat di SWP B Blok 1 Sub-Blok B, Sub-Blok
C dan Blok 2 Sub-Blok B dan Sub-Blok C.

Sub zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode
K-2 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b
seluas 55,73 (lima puluh lima koma tujuh tiga) hektare,
terdapat di:

a. SWP A Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan Blok 2
Sub-Blok A, Sub-Blok B;

b. SWP B Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B, Sub-Blok C
dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B, Sub-Blok C;
dan

c. SWP C Blok 1 Sub-Blok 1, Sub-Blok B dan Blok 2
Sub-Blok B.

Sub zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode
K-3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c
seluas 20,65 (dua puluh koma enam lima) hektare,
terdapat di:

a. SWP ...
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a. SWP A Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan Blok 2
Sub-Blok A, Sub-Blok B;
b. SWP C Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B; dan
c. SWP D Blok 1 Sub-Blok A.
Paragraf 9
Zona Perkantoran
Pasal 29

Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 ayat (3) hurufi seluas 5,75 (lima koma tujuh
lima) hektare, terdapat di:

a. SWP A Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B;

b. SWP B Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan Blok 2 Sub-
Blok A, Sub-Blok B, Sub-Blok C;

c. SWP C Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B; dan
d. SWP D Blok 1 Sub-Blok A.
Paragraf 10
Zona Transportasi
Pasal 30

Zona transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 ayat (3) huruf j seluas 3,58 (tiga koma lima
delapan) hektare, terdapat di SWP B Blok 1 Sub-Blok B dan
Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok C.

Paragraf 11
Zona Pertahanan dan Keamanan
Pasal 31

Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf k
seluas 0,19 (nol koma satu Sembilan) hektare, terdapat di
SWP B Blok 2 Sub-Blok C.

BAB YV
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 32

(1) Ketentuan pemanfaatan ruang merupakan acuan dalam
mewujudkan rencana Pola Ruang dan rencana Struktur
Ruang sesuai dengan RDTR.

(2) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), meliputi:

a. konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan
ruang; dan

b. program prioritas pemanfaatan ruang prioritas.

Bagian ...
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Bagian Kedua

Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

(1)

(2)

Pasal 33

Pelaksanaan konfirmasi kesesuaian kegiatan
pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 32 ayat (2) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga

Program Prioritas Pemanfaatan Ruang

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

Pasal 34

Program prioritas pemanfaatan ruang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36 Ayat (2) huruf b, disusun
berdasarkan indikasi program utama lima tahunan;

Program prioritas pemanfaatan ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PERATURAN ZONASI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 35

Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf e merupakan ketentuan sebagai bagian yang tidak
terpisahkan Peraturan Bupati ini.

Peraturan zonasi berfungsi sebagai:

a. perangkat operasional pengendalian pemanfaatan
ruang;

b. acuan dalam pemberian konfirmasi kesesuaian
pemanfaatan ruang termasuk di dalamnya air right
Development dan pemanfaatan ruang di bawah
tanah;

c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
acuan dalam pengenaan sanksi; dan

e. rujukan teknis dalam pengembangan atau
pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.

Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
meliputi:

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
c. ketentuan tata bangunan;

d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;

ketentuan khusus; dan

®

ketentuan pelaksanaan.

Bagian ...
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Bagian Kedua

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 36

Ketentuan  kegiatan dan  penggunaan  lahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf a,
meliputi:

a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I;
b. kegiatan diizinkan terbatas dengan kode T;

c. kegiatan diizinkan bersyarat dengan kode B; dan
d. kegiatan tidak diizinkan dengan kode X.

Kegiatan diizinkan terbatas (T) sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. kegiatan dan penggunaan lahan dibatasi dengan
pembatasan pengoperasian (T1l) sesuai dengan
aturan yang berlaku;

b. kegiatan dan penggunaan lahan dibatasi dengan
pembatasan luas (T2) sebesar 20% (dua puluh
persen) pada suatu kegiatan diluar zona/sub zona
didalam sebuah kavling/ persil;

c. kegiatan dan penggunaan lahan dibatasi dengan
pembatasan  jumlah pendaftaran, jumlah
pemanfaatan diluar zona/sub zona maksimal 20%
(dua puluh persen) untuk mencegah dominasi
kegiatan yang tidak sesuai (T3); dan

d. kegiatan dan penggunaan lahan dibatasi dengan
pembatasan  jumlah pendaftaran, jumlah
pemanfaatan diluar 2zona/sub zona dengan
mempertimbangkan persetujuan dan rekomendasi
(T4).

Kegiatan diizinkan bersyarat (B) sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. menyusun dokumen kajian lingkungan (RKL, RPL,
AMDAL, Surat Pernyataan Kesanggupan
Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan) (B1);

b. menyusun dokumen analisis dampak lalu lintas
(ANDALALIN) (B2);

c. memperoleh rekomendasi dari instansi terkait (B3);

dan
d. mendapatkan rekomendasi perubahan
penggunaan tanah dari menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
agraria/pertanahan dan tata ruang serta
mendapatkan rekomendasi dari Forum Penataan
Ruang (B4).

Ketentuan kegiatan dan  penggunaan lahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa matriks
ITBX dan teks zonasi tercantum dalam Lampiran VI
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

(5) ketentuan ...
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Ketentuan  kegiatan dan  penggunaan  lahan,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1),
berdasarkan zona pemanfaatan ruang, meliputi:

a. zona lindung; dan
b. zona budi daya:

Zona lindung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)
huruf a didetailkan menjadi sub zona, meliputi:

a. sub-zona zona badan air dengan kode BA;

b. sub-zona zona perlindungan setempat dengan kode
PS;

c. sub-zona rimba kota dengan kode RTH-1;

d. sub-zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;

e. sub-zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;

f. sub-zona pemakaman dengan kode RTH-7;

g. sub zona jalur hijau dengan kode RTH-8

h. sub-zona taman wisata alam dengan kode TWA; dan

=

sub-zona cagar alam dengan kode CA.

Zona budi daya sebagaimana yang dimaksud pada ayat
(1) huruf b didetailkan menjadi sub zona, meliputi:

a. sub-zona zona badan jalan dengan kode BJ;

b. sub-zona hutan produksi terbatas dengan kode
HPT;

c. sub-zona tanaman pangan dengan kode P-1;
sub-zona perkebunan dengan kode P-3;

e. sub-zona kawasan peruntukan industri dengan
kode KPI;

f.  sub-zona pariwisata dengan kode W;

g. sub-zona perumahan kepadatan tinggi dengan

kode R-2;

h. sub-zona perumahan kepadatan sedang dengan
kode R-3;

i. sub-zona perumahan kepadatan rendah dengan
kode R-4;

j- sub-zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;

k. sub-zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-
2;

1. sub-zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-
3;
sub-zona SPU skala RW dengan kode SPU-4;

n. sub-zona perdagangan dan jasa skala Kota dengan

kode K-1;

o. sub-zona perdagangan dan jasa skala WP dengan
kode K-2;

p. sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan
kode K-3;

g. sub ...



(8)

- 43 -

q. sub-zona perkantoran dengan kode KT;
r. sub-zona transportasi dengan kode TR; dan

S. sub-zona pertahanan dan keamanan dengan kode
HK.

Klasifikasi zona dan Sub-zona sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi pedoman dalam
kegiatan pemanfaatan ruang di setiap blok.

Bagian Ketiga

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

(1)

(2)

Pasal 37

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf b berisi
ketentuan mengenai besaran pembangunan yang
diperbolehkan yang meliputi:

a. KDB maksimum;

b. KLB maksimum;

c. KDH minimal; dan

d. Luas kavling minimum.

KDB maksimal, KLB maksimal, dan KDH minimal,
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b,
huruf ¢, dan huruf d diterapkan pada:

a. zona badan air dengan kode BA;
b. zona perlindungan setempat dengan kode PS;

c. zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH,
meliputi:

1. sub-zona rimba kota dengan kode RTH-1;

2. sub-zona taman kecamatan dengan kode RTH-
3;

3. sub-zona taman kelurahan dengan kode RTH-
4;

4. sub-zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
5. sub-zona jalur hijau dengan kode RTH-8.
d. zona konservasi dengan kode KS, meliputi:

1. sub-zona taman wisata alam dengan kode TWA,;
dan

2. sub-zona cagar alam dengan kode CA.

e. zona hutan produksi dengan kode KHP meliputi
sub-zona hutan produksi terbatas dengan kode
HPT;

f.  zona pertanian dengan kode P, meliputi;

1. sub-zona tanaman pangan dengan kode P-1;
dan

2. sub-zona perkebunan dengan kode P-3.

g. zona kawasan peruntukan industri dengan kode
KPI;

h. zona ...



- 44 -

h. zona pariwisata dengan kode W;
i. zona perumahan dengan kode R, meliputi:

1. sub-zona perumahan kepadatan tinggi dengan
kode R-2

2. sub-zona perumahan kepadatan sedang
dengan kode R-3; dan

3. sub-zona perumahan kepadatan rendah
dengan kode R-4.

j- zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU,
meliputi:

1. sub-zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;

2. sub-zona SPU skala kecamatan dengan kode
SPU-2;

3. sub-zona SPU skala kelurahan dengan kode
SPU-3; dan

4. sub-zona SPU skala RW dengan kode SPU-4.

k. zona perdagangan dan jasa dengan kode K,
meliputi:

1. sub-zona perdagangan dan jasa skala kota
dengan kode K-1;

2. sub-zona perdagangan dan jasa skala WP
dengan kode K-2; dan

3. sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP
dengan kode K-3.

zona perkantoran dengan kode KT;

—_

zona transportasi dengan kode TR; dan

zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK.

°o 5 3

Luas kavling minimum sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e ditetapkan pada zona
perumahan, terdiri atas:

1. luas minimal bidang tanah pada sub-zona
rumah kepadatan tinggi dengan R-2 seluas 60
(enam puluh) meter persegi;

2. luas minimal bidang tanah pada sub-zona
rumah kepadatan sedang dengan kode R-3
seluas 72 (tujuh puluh dua) meter persegi; dan

3. luas minimal bidang tanah pada sub-zona
rumah kepadatan rendah dengan kode R-4
seluas 90 (sembilan puluh) meter persegi.

4. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang
tercantum dalam  Lampiran VII  yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Ketentuan Tata Bangunan
Pasal 38

(1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 35 ayat (3) huruf ¢, meliputi:

a. TB ...
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TB maksimum;

o P

GSB minimum;

c. jarak bebas bangunan samping;

d. jarak bebas bangunan belakang; dan
e. kontruksi desain bangunan.

Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Bagian Kelima

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 39

Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf d berupa
penyediaan prasarana dan sarana yang dipersyaratkan
sesuai dengan zona atau Sub-zona.

Ketentuan Prasarana dan sarana minimal tercantum
dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Ketentuan Khusus
Pasal 40

ketentuan khusus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal
35 ayat (3) huruf e, meliputi:

a. lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B);
b. kawasan rawan bencana;

c. kawasan sempadan;

d. tempat evakuasi bencana (TES dan TEA); dan
e. kawasan resapan air;

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), diuraikan dalam pengaturan khusus sebagaimana
tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 609,31 (enam
ratus sembilan koma tiga satu) hektare, terdapat di:

a. SWP A meliputi Blok 1 Sub-Blok B dan Blok 2 Sub-
Blok A, Sub-Blok B;

b. SWP B meliputi Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B,
Sub-Blok C dan Blok 2 Sub-Blok B;

c. SWP C meliputi Blok 1 Sub-Blok A, dan Sub-Blok
B; dan

d. SWP D meliputi Blok 1 Sub-Blok A dan Blok 2 Sub-
Blok A.

Lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), digambarkan dalam peta
dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(5) Kawasan ...
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Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b seluas 3.033,47 (tiga ribu tiga puluh tiga
koma empat tujuh) hektare, meliputi:

kawasan rawan bencana tsunami tinggi seluas 69,69
(enam puluh Sembilan koma enam sembilan) hektare,
meliputi SWP A Blok 1 Sub-Blok A, SWP B Blok 1 Sub-
Blok B, Sub-Blok C dan Blok 2 Sub-Blok C. SWP C

kawasan rawan bencana gempa bumi tinggi seluas
1.083,09 (seribu delapan puluh tiga koma nol sembilan)
hektare, terdapat di:

a. SWP A meliputi Blok 1 Sub-Blok B dan Blok 2 Sub-
Blok A, Sub-Blok B;

b. SWP B meliputi Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B, Sub-
Blok C, Blok 2 Sub-Blok B, dan Blok 3 Sub-Blok A;

c. SWP C meliputi Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B dan
Blok 2 Sub-Blok B; dan

d. SWP D meliputi Blok 1 Sub-Blok A dan Blok 2 Sub-
Blok A.

e. kawasan rawan bencana gerakan tanah tinggi
seluas 681,64 (enam ratus delapan puluh satu
koma enam empat) hektare, terdapat di:

1. SWP A meliputi Blok 1 Sub-Blok B;

2. SWP C meliputi Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B
dan Blok 2 Sub-Blok A; dan

3. SWP D meliputi Blok 1 Sub-Blok A dan Blok 2
Sub-Blok A.

f. kawasan rawan bencana likuefaksi tinggi seluas
874,71 (delapan ratus tujuh puluh empat koma
tujuh satu) hektare, terdapat di:

1. SWP A meliputi Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok
B dan Blok 2 Sub-Blok B; dan

2.  SWP B meliputi Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok
B, Sub-Blok C dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-
Blok B, Sub-Blok C.

3. kawasan rawan bencana banjir tinggi seluas
1.216,68 (seribu dua ratus enam belas koma
enam delapan) hektare, terdapat di:

4. SWP A meliputi Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok
B dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B;

5. SWP B meliputi Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok
B, Sub-Blok C, dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-
Blok B, Sub-Blok C;

6. SWP C meliputi Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok
B dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B; dan

7. SWP D meliputi Blok 1 Sub-Blok A.

Kawasan rawan bencana tsunami sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf a, digambarkan dalam
peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(9) Kawasan ...
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Kawasan rawan bencana gempa bumi sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf b, digambarkan dalam
peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Kawasan rawan bencana gerakan tanah sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf c, digambarkan dalam
peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Kawasan rawan bencana likuifaksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf d, digambarkan dalam
peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) huruf e, digambarkan dalam peta dengan
tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c seluas 127,09 (seratus dua puluh tujuh koma
nol sembilan) hektare, meliputi:

a. sempadan pantai seluas 112,07 (seratus dua belas
koma nol tujuh) hektare, terdapat di:

1. SWP A meliputi Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B
dan Blok 2 Sub-Blok B; dan

2. SWP B meliputi Blok 1 Sub-Blok B, Sub-Blok C
dan Blok 2 Sub-Blok C.

b. sempadan sungai seluas 15,01 (lima belas koma nol
satu) hektare, terdapat di:

1. SWP A meliputi Blok 1 Sub-Blok A dan Blok 2
Sub-Blok A,Sub-Blok B;

2. SWP B meliputi Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B
dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B, Sub-Blok C;

3. SWP C meliputi Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B
dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B; dan

4. SWP D meliputi Blok 1 Sub-Blok A.

Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat
(10), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian
1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d seluas 7,77 (tujuh koma tujuh tujuh)
hektare, meliputi:

a. tempat evakuasi sementara seluas 5,20 (lima koma
dua nol) hektare, terdapat di:

1. SWP ...
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1. SWP A meliputi Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok
B;

2.  SWP B meliputi Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok
B dan Blok 3 Sub-Blok A;

3. SWP C meliputi Blok 1 Sub-Blok B; dan
4. SWP D meliputi Blok 1 Sub-Blok A.

g. tempat evakuasi akhir seluas 2,56 (dua koma lima
enam) hektare, terdapat di:

1. SWP A meliputi Blok 1 Sub-Blok A;
2.  SWP B meliputi Blok 2 Sub-Blok A; dan
3. SWP C meliputi Blok 1 Sub-Blok B.

Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada
ayat (12), digambarkan dalam peta dengan tingkat
ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf e seluas 31,58 (tiga puluh satu koma lima
delapan) hektare, terdapat di SWP C Blok 2 Sub-Blok A.

Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat
(14), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian
1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Ketentuan Pelaksanaan
Pasal 41

Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 39 ayat (3) huruf f berupa ketentuan pemberian
insentif dan disinsentif.

Ketentuan pemberian insentif dan  disinsentif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk:

a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan
Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang
sesuai dengan RDTR;

b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar
sejalan dengan RDTR; dan

c. meningkatkan kemitraan semua pemangku
kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang
yang sejalan dengan RDTR.

Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diberikan apabila Pemanfaatan Ruang sesuai dengan
RDTR sehingga perlu didorong namun tetap
dikendalikan pengembangannya.

Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau
memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan
Ruang yang sejalan dengan RDTR dalam hal berpotensi
melampaui daya dukung dan daya tampung
lingkungan.

(S) Insentif ...
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Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap
menghormati hak yang telah ada terlebih dahulu sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian Insentif dan disinsentif dilakukan
Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat
diberikan dalam bentuk:

a. pemberian kompensasi;

b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;

c. publikasi atau promosi;

d. penghargaan;

e. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;

f.  subsidi; dan/atau

g. fasilitasi KKKPR.

Disinsentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:

a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;

b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; atau
c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian
insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati
tersendiri.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
PASAL 42

Jangka waktu RDTR WP Anyar adalah 20 (dua puluh)
tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5
(lima) tahun.

Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis,
peninjauan kembali RDTR WP Anyar dapat dilakukan
lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode S (lima)
tahunan.

Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) berupa:

a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan
peraturan perundang-undangan,;

b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan
dengan undang-undang;

c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan
undang-undang; dan

d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat
strategis.

Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang
berimplikasi pada peninjauan kembali Peraturan Bupati
Kabupaten Serang tentang RDTR WP Anyar dapat
direkomendasikan oleh FPR.

(5) Rekomendasi ...
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(5) Rekomendasi FPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
diterbitkan berdasarkan kriteria:

a. Penetapan kebijakan nasional yang bersifat
strategis dalam peraturan perundang-undangan;

b. Rencana pembangunan dan pengembangan objek
vital nasional; dan/atau

c. Lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di
sekitarnya.

(6) Peraturan Bupati ini dilengkapi dengan Buku Rencana
dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
PASAL 43

(1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka
pelaksanaan Peraturan Bupati yang berkaitan dengan
penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
Peraturan Bupati ini.

(2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

a. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah
dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan
Peraturan Bupati ini masih berlaku sesuai dengan
masa berlakunya;

b. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah
dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan
Peraturan Bupati ini berlaku ketentuan:

1. untuk yang belum dilaksanakan
pembangunannya, 1zin pemanfaatan ruang atau
KKPR tersebut disesuaikan dengan fungsi zona
berdasarkan Peraturan Bupati ini;

2. untuk yang sudah dilaksanakan
pembangunannya, namun dilakukan perubahan
peruntukan maka dilakukan penyesuaian
dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan
Bupati ini.

c. Pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan
tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan
Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan
disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
PASAL 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar ...
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 23 Januari 2023
BUPATI SERANG,

’-—@—*—_’_”,/

RATU TATU CHASANA
Diundangkan di Serang
pada tanggal
SEKRETARIS DAERA KABUPA}EN SERANG,

(

TUBAGUS ENTU HMUD SAHIRI

/
LEMBAR DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2023 NOMOR 9
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Tabel 1 Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas WP Anyar

LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI SERANG

NOMOR : 9 TAHUN 2023

TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN ANYAR TAHUN

2023-2043

Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Bandulu

SWP A Blok 1 Sub-Blok A

Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Cikoneng

SWP B Blok 1 Sub-Blok B

Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Mekarsari

SWP B Blok 2 Sub-Blok B

Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Pulau
Sangiang

SWP B Blok 3 Sub-Blok A

Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa

SWP C Blok 2 Sub-Blok B

Kosambironyok

o Pgsat Lingkungan Kelurahan/Desa SWP A Blok 2 Sub-Blok B
Sindangkarya

o Pgsat Llngkur.lgan Kelurahan/Desa SWP D Blok 2 Sub-Blok A
Sindangmandi

Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Bunihara

SWP C Blok 1 Sub-Blok B

Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa
Tambangayam

SWP A Blok 1 Sub-Blok B

A. Perwujudan Rencana Struktur Ruang
1. Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan
1.1 Pengembangan Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Anyar
. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan SWP B Blok 2 Sub-Blok A APBD Kabupaten DPUPR Kabupaten Serang
Perkotaan Anyar
1.2 Pengembangan Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
. 211’112) f::r?gt Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan SWP A Blok 2 Sub-Blok B APBD Kabupaten DPUPR Kabupaten Serang
. Sub Pusgt Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan SWP C Blok 2 Sub-Blok A APBD Kabupaten DPUPR Kabupaten Serang
Kosambironyok
1.3 Pengembangan Pusat Lingkungan Kecamatan
. Pusat Lingkungan Kecamatan Banjarsari SWP C Blok 1 Sub-Blok A APBD Kabupaten DPUPR Kabupaten Serang
1.4 Pengembangan Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa

APBD Kabupaten

DPUPR Kabupaten Serang




2. Rencana Jaringan Transportasi
2.1 Jalan Kolektor Primer
Optimalisasi dan penyesuaian standar ruas
2.1.1 . .
jalan kolektor primer
- EWP A Blok 2 Sub-Blok A, Sub Blok DPUPR Provinsi Banten
. Ruas Jalan Lingkar Anyer - SWP B Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok APBD Provinsi %antD;shub Provinsi
B dan Blok 2 Sub-Blok B ante
DPUPR Provinsi Banten
. Ruas Jalan Lingkar Anyer-Jaha SWP B Blok 2 Sub- Blok A, Sub-Blok B APBD Provinsi dan Dishub Provinsi
Banten
- EWP B Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok DPUPR Provinsi Banten
U] Ruas Jalan Gunungsari — Mancak - Anyar _ SWP C Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok APBD Provinsi dan Dishub Provinsi
B Banten
- SWP A Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok
. B dan Blok 2 Sub-Blok B .
° Ruas Jalan Bts. Kota Cilegon - Pasauran - SWP B Blok 1 Sub-Blok B, Sub-Blok APBN Kementerian PUPR
C dan Blok 2 Sub-Blok C
2.2 Jalan Kolektor Sekunder
2.2.1 Ruas jalan kolektor sekunder
. Ruas Jalan Bandulu - Bagbagan SWP A pada Blok 1 Sub-Blok A APBD Kabupaten DPUPR Kab Serang dan
Dishub Kab Serang
o Ruas Jalan Cikonene — Taniunemanis SWP B pada Blok 1 Sub-Blok A, Sub- APBD Kabupaten DPUPR Kab Serang dan
g Jungm Blok B, dan Sub-Blok C Dishub Kab Serang
o Ruas Jalan Cisiram — Kamasan SWP A pada Blok 1 Sub-Blok A dan APBD Kabupaten DPUPR Kab Serang dan
Sub-Blok B Dishub Kab Serang
- SWP C Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok
. B APBD Kabupaten DPUPR Kab Serang dan
* Ruas Jalan Bunihara - Jaha _ SWP D Blok 1 Sub-Blok A dan Blok 2 Dishub Kab Serang
Sub-Blok A
- SWP A Blok 2 Sub Blok A
. Ruas Jalan Pasar Sore - Kaligede - SWP C Blok 1 Sub-Blok A, Sub Blok APBD Kabupaten glillipr Iéj‘g zzizﬁg dan
B dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub Blok B v g
2.2 Optimalisasi dan penyesuaian standar ruas

jalan kolektor sekunder




Ruas Jalan Anyer - Jaha

SWP B Blok 2 Sub-Blok B, Sub Blok C

Ruas Jalan Cibaru - Jaha

- SWP A Blok 1 Sub-Blok B, Blok 2
Sub-Blok A, Sub-Blok B

- SWP B Blok 2 Sub-Blok B

- SWP D Blok 1 Sub-Blok A

APBD Kabupaten

DPUPR Kab Serang dan
Dishub Kab Serang

APBD Kabupaten

DPUPR Kab Serang dan
Dishub Kab Serang

2.3 Jalan Lokal Primer
2.3.1 Ruas jalan lokal primer, meliputi :
. Ruas Jalan Raya Manca SWP B Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok C APBD Kabupaten DPUPR Kab Serang dan
Dishub Kab Serang
- SWP A Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok
o Ruas Jalan Anver - Sirin B APBD Kabupaten DPUPR Kab Serang dan
Yy g - SWP B Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok Dishub Kab Serang
C dan Blok 2 Sub-Blok B.
- SWP C Blok 1 Sub-Blok B
. Ruas Jalan Jaha - Sindangkarya - SWP D Blok 1 Sub-Blok A dan Blok 2 APBD Kabupaten DPUPR Kab Serang dan
Dishub Kab Serang
Sub-Blok A.
o Ruas Jalan Desa Anvar - SWP B Blok 2 Sub-Blok B dan Sub- APBD Kabupaten DPUPR Kab Serang dan
Y Blok C Dishub Kab Serang
. Ruas Jalan Desa Grogolindah - SWP B Blok 2 Sub-Blok A APBD Kabupaten DPUPR Kab Serang dan
Dishub Kab Serang
2.4 Jalan Lokal Sekunder
2.4.1 Ruas jalan lokal sekunder, meliputi :

Ruas Jalan Bandulu - Cirunten Girang

SWP A Blok 1 Sub-Blok A

Ruas Jalan Bunihara — Banjarsari

SWP C Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B

APBD Kabupaten

DPUPR Kab Serang dan
Dishub Kab Serang

Ruas Jalan Jaha — Sindangmandi

SWP D Blok 1 Sub-Blok A

APBD Kabupaten

DPUPR Kab Serang dan
Dishub Kab Serang

Ruas Jalan Kosambironyok — Banjarsari

SWP C Blok 1 Sub-Blok A dan Blok 2
Sub-Blok A

APBD Kabupaten

DPUPR Kab Serang dan
Dishub Kab Serang

Ruas Jalan Kosambironyok — Lingkar Anyer

- SWP B Blok 2 Sub-Blok A
- SWP C Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok
B

APBD Kabupaten

DPUPR Kab Serang dan
Dishub Kab Serang

APBD Kabupaten

DPUPR Kab Serang dan
Dishub Kab Serang




Ruas Jalan Desa Tambangayam

SWP A Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B

2.5

Jalan Lingkungan Primer

APBD Kabupaten

DPUPR Kab Serang dan
Dishub Kab Serang

APBD Kabupaten

DPUPR Kab Serang dan
Dishub Kab Serang

2.5.1

Ruas Jalan Lingkungan Primer, meliputi :

Ruas Jalan KH. Jahawi

SWP C Blok 1 Sub-Blok A

APBD Kabupaten

DPUPR Kab Serang dan
Dishub Kab Serang

Ruas Jalan Kp. Garung Sieurih

SWP D Blok 2 Sub-Blok A

APBD Kabupaten

DPUPR Kab Serang dan
Dishub Kab Serang

Ruas Jalan Kp. Kadu Odeng

SWP C Blok 1 Sub-Blok A dan SWP D
Blok 2 Sub-Blok A

APBD Kabupaten

DPUPR Kab Serang dan
Dishub Kab Serang

Ruas Jalan Kp. Kadudago 2

SWP D Blok 1 Sub-Blok A

APBD Kabupaten

DPUPR Kab Serang dan
Dishub Kab Serang

Ruas Jalan Kp. Pegadungan

SWP B Blok 2 Sub-Blok B, Sub-Blok C

APBD Kabupaten

DPUPR Kab Serang dan
Dishub Kab Serang

Ruas Jalan Kp. Ranca Lembang

SWP A Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B

APBD Kabupaten

DPUPR Kab Serang dan
Dishub Kab Serang

Ruas Jalan Jaha - Sindangkarya

SWP D Blok 1 Sub-Blok A

APBD Kabupaten

DPUPR Kab Serang dan
Dishub Kab Serang

Ruas Jalan Pasirwaru - Banjarsari

SWP C Blok 1 Sub-Blok A dan SWP D
Blok 2 Sub-Blok A

APBD Kabupaten

DPUPR Kab Serang dan
Dishub Kab Serang

Ruas Jalan Kampung Baru

SWP A Blok 1 Sub-Blok A, Sub Blok B

APBD Kabupaten

DPUPR Kab Serang dan
Dishub Kab Serang

Ruas Jalan Kampung Waluran 2

SWP B Blok 2 Sub-Blok A

APBD Kabupaten

DPUPR Kab Serang dan
Dishub Kab Serang

Ruas Jalan Kp. Pabuaran-Kosambironyok

SWP C Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B

APBD Kabupaten

DPUPR Kab Serang dan
Dishub Kab Serang

Ruas Jalan Kp. Tegal Cabe

SWP A Blok 2 Sub-Blok A dan SWP B
Blok 2 Sub-Blok B

APBD Kabupaten

DPUPR Kab Serang dan
Dishub Kab Serang

Ruas Jalan Pelabuhan Paku Anyar

SWP B Blok 2 Sub-Blok C

APBD Kabupaten

DPUPR Kab Serang dan
Dishub Kab Serang

Ruas Jalan Kp. Pabuaran-Kosambironyok 2

SWP C Blok 2 Sub-Blok A

APBD Kabupaten

DPUPR Kab Serang dan
Dishub Kab Serang

Ruas Jalan Desa Anyar

SWP B Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B,
Sub-Blok C

APBD Kabupaten

DPUPR Kab Serang dan
Dishub Kab Serang

Ruas Jalan Desa Banjarsari

- SWP C Blok 1 Sub-Blok A
- SWP D Blok 2 Sub-Blok A

APBD Kabupaten

DPUPR Kab Serang dan
Dishub Kab Serang




Ruas Jalan Desa Bunihara

- SWP C Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok
B

- SWP D Blok 1 Sub-Blok A dan Blok 2
Sub-Blok A

Ruas Jalan Desa Cikoneng

SWP B Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B,
Sub-Blok C dan Blok 3 Sub-Blok A

APBD Kabupaten

DPUPR Kab Serang dan
Dishub Kab Serang

Ruas Jalan Desa Grogolindah

- SWP B Blok 2 Sub-Blok A
- SWP C Blok 2 Sub-Blok B

APBD Kabupaten

DPUPR Kab Serang dan
Dishub Kab Serang

Ruas Jalan Desa Kosambironyok

- SWP B Blok 2 Sub-Blok A
- SWP C Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok
B

APBD Kabupaten

DPUPR Kab Serang dan
Dishub Kab Serang

Ruas Jalan Desa Mekarsari

SWP B Blok 2 Sub-Blok B

APBD Kabupaten

DPUPR Kab Serang dan
Dishub Kab Serang

Ruas Jalan Desa Sindangkarya

- SWP A Blok 2 Sub-Blok A
- SWP D Blok 1 Sub-Blok A

APBD Kabupaten

DPUPR Kab Serang dan
Dishub Kab Serang

Ruas Jalan Desa Tambangayam

- SWP A Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok
B
- SWP D Blok 1 Sub-Blok A

APBD Kabupaten

DPUPR Kab Serang dan
Dishub Kab Serang

Rencana Pembangunan ruas jalan lingkungan

APBD Kabupaten

DPUPR Kab Serang dan
Dishub Kab Serang

2.5.2 primer

o Ruas Jalan Rencana Jalan Lingkungan Desa SWP B Blok 2 Sub-Blok A APBD Kabupaten DPUPR Kab Serang dan
Bandulu Dishub Kab Serang

o Ruas Jalan Rencana Jalan Lingkungan Desa SWP B Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B, APBD Kabupaten DPUPR Kab Serang dan
Cikoneng Sub-Blok C Dishub Kab Serang

o Ruas J'alan Rencana Jalan Lingkungan Desa SWP B Blok 2 Sub-Blok A APBD Kabupaten DPUPR Kab Serang dan
Grogolindah Dishub Kab Serang

o Ruas Jalan Rencana Jalan Lingkungan Desa SWP B Blok 1 Sub-Blok C dan Blok 2 APBD Kabupaten DPUPR Kab Serang dan
Mekarsari Sub-Blok A, Sub-Blok B Dishub Kab Serang

. Ruas Jalan Rencana Jalan Lingkungan Desa SWP A Blok 1 Sub-Blok A, Sub Blok B APBD Kabupaten DPUPR Kab Serang dan
Tambangayam dan Blok 2 Sub-Blok B Dishub Kab Serang

o Rua§ Jalan Rencana Jalan Lingkungan Desa SWP B Blok 1 Sub-Blok C APBD Kabupaten DPUPR Kab Serang dan
Tanjungmanis Dishub Kab Serang

. APBD Kabupaten DPUPR Kab Serang dan
2.6 Jalan Lingkungan Sekunder Dishub Kab Serang

2.6.1 Ruas jalan lingkungan sekunder, meliputi : APBD Kabupaten DPUPR Kab Serang dan

Ruas Jalan Kp. Bojong

SWP B Blok 1 Sub-Blok B

Dishub Kab Serang

APBD Kabupaten

DPUPR Kab Serang dan
Dishub Kab Serang




Ruas Jalan Kp. Cijeruk

SWP C Blok 1 Sub-Blok B

Ruas Jalan Kp. Eurih

SWP A Blok 1 Sub-Blok B dan Blok 2
Sub-Blok B

APBD Kabupaten

DPUPR Kab Serang dan
Dishub Kab Serang

Ruas Jalan Kp. Kenanga

SWP B Blok 2 Sub-Blok C

APBD Kabupaten

DPUPR Kab Serang dan
Dishub Kab Serang

Ruas Jalan Kp. Rahayu

SWP B Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok C

APBD Kabupaten

DPUPR Kab Serang dan
Dishub Kab Serang

Ruas Jalan Gang Kabayan

SWP B Blok 2 Sub-Blok B

APBD Kabupaten

DPUPR Kab Serang dan
Dishub Kab Serang

Ruas Jalan Gang Kisepuh

SWP B Blok 2 Sub-Blok C

APBD Kabupaten

DPUPR Kab Serang dan
Dishub Kab Serang

Ruas Jalan Gudang Kopi

SWP B Blok 2 Sub-Blok C

APBD Kabupaten

DPUPR Kab Serang dan
Dishub Kab Serang

Ruas Jalan Pasiwaru — Banjarsari

- SWP C Blok 1 Sub-Blok A
- SWP D Blok 2 Sub-Blok A

APBD Kabupaten

DPUPR Kab Serang dan
Dishub Kab Serang

Ruas Jalan Kampung Waluran 3

SWP B Blok 2 Sub Blok A

APBD Kabupaten

DPUPR Kab Serang dan
Dishub Kab Serang

Ruas Jalan Kampung Waluran Lama

SWP B Blok 2 Sub-Blok A

APBD Kabupaten

DPUPR Kab Serang dan
Dishub Kab Serang

Ruas Jalan Kp. Sukamanah 2

SWP B Blok 2 Sub-Blok C

APBD Kabupaten

DPUPR Kab Serang dan
Dishub Kab Serang

Ruas Jalan Desa Tanjungmanis

- SWP A Blok 2 Sub-Blok A
- SWP B Blok 1 Sub-Blok A dan Blok 2
Sub-Blok B

APBD Kabupaten

DPUPR Kab Serang dan
Dishub Kab Serang

Ruas Jalan Desa Tambangayam

- SWP A Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok
B dan Blok 2 Sub-Blok B
- SWP D Blok 1 Sub-Blok A

APBD Kabupaten

DPUPR Kab Serang dan
Dishub Kab Serang

Ruas Jalan Desa Sindangmandi

- SWP C Blok 1 Sub-Blok B
- SWP D Blok 1 Sub-Blok A

APBD Kabupaten

DPUPR Kab Serang dan
Dishub Kab Serang

Ruas Jalan Desa Sindangkarya

- SWP A Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok
B
- SWP D Blok 1 Sub-Blok A

APBD Kabupaten

DPUPR Kab Serang dan
Dishub Kab Serang

Ruas Jalan Desa Mekarsari

- SWP A Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok
B

- SWP B Blok 1 Sub-Blok C, Blok 2
Sub-Blok B dan Sub-Blok C

APBD Kabupaten

DPUPR Kab Serang dan
Dishub Kab Serang

Ruas Jalan Desa Kosambironyok

- SWP B Blok 2 Sub-Blok A

APBD Kabupaten

DPUPR Kab Serang dan
Dishub Kab Serang

APBD Kabupaten

DPUPR Kab Serang dan
Dishub Kab Serang




- SWP C Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok
B

Ruas Jalan Desa Grogolindah

- SWP B Blok 2 Sub-Blok A
- SWP C Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok
B

Ruas Jalan Desa Cikoneng

- SWP A Blok 1 Sub-Blok B dan Blok 2
Sub-Blok B

- SWP B Blok 1 Sub-Blok B, Sub-Blok
C dan Blok 3 Sub-Blok A

APBD Kabupaten

DPUPR Kab Serang dan
Dishub Kab Serang

Ruas Jalan Desa Bunihara

- SWP A Blok 2 Sub-Blok A

- SWP B Blok 2 Sub-Blok B

- SWP C Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok
B

APBD Kabupaten

DPUPR Kab Serang dan
Dishub Kab Serang

Ruas Jalan Desa Banjarsari

- SWP C Blok 1 Sub-Blok A
- SWP D Blok 2 Sub-Blok A

APBD Kabupaten

DPUPR Kab Serang dan
Dishub Kab Serang

Ruas Jalan Desa Bandulu

SWP A Blok 1 Sub-Blok A

APBD Kabupaten

DPUPR Kab Serang dan
Dishub Kab Serang

Ruas Jalan Desa Anyar

SWP B Blok 1 Sub-Blok C dan Blok
Sub-Blok A, Sub-Blok, Sub-Blok C

APBD Kabupaten

DPUPR Kab Serang dan
Dishub Kab Serang

APBD Kabupaten

DPUPR Kab Serang dan
Dishub Kab Serang

APBN

Kementrian PUPR

APBD Kabupaten

DPUPR Kab Serang dan
Dishub Kab Serang

2.7 Jalan Tol
- SWP A Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok
B
2.7.1 Rencana pembangunan Jalan Tol Serang-Anyer | - SWP B Blok 1 Sub-Blok B
- SWP D Blok 1 Sub-Blok A dan Blok 2
Sub-Blok A.
2.8 Terminal Penumpang Tipe C
281 Optimalisasi d‘Lan Revitalisasi Terminal SWP B Blok 2 Sub-Blok A
Penumpang Tipe C Anyar
2.9 Jembatan
- SWP A Blok 1 Sub-Blok A, Sub Blok
B dan Blok 2 Sub-Blok A dan Sub-
2.9.1 Rencana pengembangan jembatan Blok B
- SWP B Blok 1 Sub-Blok B dan Blok 2
Sub-Blok A, Sub-Blok B, Sub-Blok C
292 Optimalisasi dan Perawatan Jembatan

Eksisting

APBD Kabupaten

DPUPR Kab Serang dan
Dishub Kab Serang




Jembatan Pangutangan

SWP B Blok 2 Sub-Blok C

Jembatan Cikoneng

SWP B Blok 1 Sub-Blok B

Jembatan Sirih II

SWP A Blok 1 Sub-Blok A

Jembatan Tambang Ayam

SWA A Blok 1 Sub-Blok B

Jembatan Damar Murup

SWP B Blok 2 Sub-Blok C

Jembatan Cigebeleg

SWP C Blok 2 Sub-Blok A

APBN Kemetrian PUPR
APBN Kemetrian PUPR
APBN Kemetrian PUPR
APBN Kemetrian PUPR
APBN Kemetrian PUPR

Jembatan Cigebeleg II

SWP C Blok 1 Sub-Blok A

APBD Kabupaten

DPUPR Kab Serang

Jembatan Cipaseh

SWP D Blok 1 Sub-Blok A

APBD Kabupaten

DPUPR Kab Serang

APBD Kabupaten

DPUPR Kab Serang

APBD Kabupaten

DPUPR Kab Serang dan
Dishub Kab. Serang

Kementrian PUPR,

APBN Kementrian Perhubungan
dan PT.KAI
Kementrian PUPR,

APBN Kementrian Perhubungan

dan PT.KAI

2.10 Halte -
- SWP A Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok
B dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok
B;
- SWP B Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok
B-Sub-Blok C dan Blok 2 Sub-Blok
2.10.1 Pengembangan halte A, Sub-Blok B, Sub-Blok C:
- SWP C Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok
B dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok
B; dan
- SWP D Blok 1 Sub-Blok A.
2.11 Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota
.. . . SWP B Blok 1 Sub-Blok B, Sub-Blok C
2.11.1 iﬁak?‘zzl 1J alur Kereta Api Antarkota Cilegon- dan Blok 2 Sub Blok A, Sub-Blok B
ye U dan Sub-Blok C
Kaii b .. alur keret . | SWP B Blok 1 Sub-Blok B, Sub-Blok C
2.11.2 aJtlarf( p;enégﬁm anﬁaXl Jarllr:%ari] ur xereta apl | qan Blok 2 Sub Blok A, Sub-Blok B
antarkota Cllegon nyerkidu dan Sub-Blok C
2.12 Stasiun Kereta Api
2.12.1 Kajian DED Stasiun Penumpang Kecil Anyer SWP B Blok 1 Sub-Blok B

Kidul




Reaktivasi dan Revitalisasi Stasiun Penumpang

Kementrian PUPR,

2.12.2 Kecil Anver Kidul SWP B Blok 1 Sub-Blok B APBN Kementrian Perhubungan
y dan PT.KAI
2.13 Pelabuhan Pengumpan Regional -
0.13.1 | Optimalisasi dan peningkatan Pelabuhan SWP B Blok 2 Sub-Blok C APBN Kemetrian Perhubungan
Pengumpan Regional Anyer Lor
3. Rencana Jaringan Energi
3.1 Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
Rencana Pengembangan Pembangkit Listrik Dinas PUPR Kab.Serang
3.1.1 Tenaga Diesel (PLTD) P.Sangiang SWP B Blok 3 Sub-Blok A APBD dan APBN dan PT.PLN
3.2 Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
- SWP A pada Blok 1 Sub-Blok A dan
Sub-Blok B, SWP A Blok 2 Sub-Blok
A dan Sub-Blok B;
Optimalisasi dan Perawatan Jaringan SUTT - SWP B pada Blok 2 Sub-Blok A dan
3.2.1 150 kV Asahimas 2 — Asahimas Sub-Blok B; dan APBN PT. PLN
- SWP C pada Blok 1 Sub-Blok B dan
SWP C pada Blok 2 Sub-Blok A dan
Sub-Blok B.
3.3 Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)
- SWP A Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok
B dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok
B;
- SWP B Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok
Pengembangan dan Optimalisasi jaringan B-Sub-Blok C dan Blok 2 Sub-Blok
3.3.1 SUTM A, Sub-Blok B, Sub-Blok C; APBN PT. PLN
- SWP C Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok
B dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok
B; dan
- SWP D Blok 1 Sub-Blok A dan Blok 2
Sub-Blok A.
3.4 Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)
Optimalisasi dan Perawatan jaringan saluran - SWP A Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok
3.4.1 udara tegangan rendah (SUTR) pada semua B dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok APBD Kabupaten DPUPR Kab Serang, dan

jaringan eksisting

B;

dan PLN

PLN




- SWP B Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok
B-Sub-Blok C dan Blok 2 Sub-Blok
A, Sub-Blok B, Sub-Blok C;

- SWP C Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok
B Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B ;
dan

- SWP D Blok 1 Sub-Blok A dan Blok 2
Sub-Blok A.

3.4.2

Rencana Pengembangan Jaringan SUTR pada
Pulau Sangiang

SWP B Blok 3 Sub-Blok A

APBD Kabupaten
dan PLN

DPUPR Kab Serang, dan
PLN

3.5

Gardu Listrik

3.5.1

Perawatan Gardu Distribusi

- SWP A Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok
B dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok
B;

- SWP B Blok 1, Sub-Blok B-Sub-Blok
C dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok
B, Sub-Blok C;

- SWP C Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok
B dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok
B; dan

- SWP D Blok 1 Sub-Blok A dan Blok 2
Sub-Blok A.

APBD Kabupaten
dan PLN

DPUPR Kab Serang, dan
PLN

3.5.2

Rencana pengembangan Gardu Distribusi

- SWP A Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok
B

- SWP B Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok
B, Sub-Blok C

- SWP B Blok 2 Sub-Blok A

APBD Kabupaten
dan PLN

DPUPR Kab Serang, dan
PLN

Rencana Jaringan Telekomunikasi

Jaringan Tetap

4.1.1

Optimalisasi dan Peningkatan jaringan Serat
Optik

- SWP A pada Blok 1 Sub- Blok A,
Sub-Blok B dan Blok 2 Sub-Blok A
dan Sub-Blok B;

- SWP B pada Blok 1 Sub-Blok A, Sub-
Blok B, Sub-Blok C dan Blok 2 Sub-
Blok A, Sub-Blok B, Sub-Blok C;

APBN, APBD
Kabupaten dan
Swasta

DPUPR Kab Serang,
Telkom, dan Swasta




- SWP C pada Blok 2 Sub-Blok A dan
Sub-Blok B; dan
- SWP D pada Blok 1 Sub-Blok A.
- SWP A Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok APBN, APBD DPUPR Kab Serang,
B dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok Kabupaten dan Telkom, dan Swasta
B; Swasta
- SWP B Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok
B-Sub-Blok C dan Blok 2 Sub-Blok
4.1.2 Pengembangan jaringan telepon fixed line A, Sub-Blok B, Sub-Blok C;
- SWP C Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok
B dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok
B; dan
- SWP D Blok 1 Sub-Blok A dan Blok 2
Sub-Blok A
4.2 Jaringan Bergerak Seluler
Perawatan dan Optimalisasi Menara Base - SWP A Blok 2 Sub-Blok B APBN, APBD DPUPR Kab Serang,
4.2.1 Transceiver Station - SWP B Blok 1 Sub-Blok B Kabupaten dan Telkom, dan Swasta
(BTS) eksisting - SWP D Blok 1 Sub-Blok A Swasta
Pengembangan Menara Base Transceiver APBN, APBD DPUPR Kab Serang,
4.2.2 Station SWP B Blok 3 Sub-Blok A Kabupaten dan Telkom, dan Swasta
(BTS) Swasta
Rencana Jaringan Sumber Daya Air
5.1 Sistem Jaringan Irigasi
- SWP A pada Blok 2 Sub-Blok A, Sub-
Blok B;
- SWP B pada Blok 1 Sub-Blok A, Sub-
Blok B dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-
Pengembangan dan Pembangunan Sistem Blok B, Sub Blok C; APBD Kabupaten
5.1.1 Jaringan Irigasi Primer - SWP C pada Blok 1 Sub-Blok A, Sub DPUPR Kab Serang
Blok B dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-
Blok B; dan
- SWP D pada Blok 1 Sub-Blok A dan
Blok 2 Sub-Blok A.
Pengembangan dan Pembangunan Sistem - SWP A pada Blok 1 Sub-Blok B dan APBD Kabupaten
51.2 J ari%lgan Iriiasi Sekunder = Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B; DPUPR Kab Serang




- SWP B pada Blok 1 Sub-Blok A, Sub-
Blok B dan Blok 2 Sub-Blok B, Sub-
Blok C; dan

- SWP D pada Blok 1 Sub-Blok A.

5.2 Sistem Pengendalian Banjir
- SWP A pada Blok 1 Sub-Blok A, Sub-
Blok B, Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok
.. B;
591 Pzggzrr?c‘lbaalggfg ;1na11'1r Pembangunan jaringan - SWP B pada Blok 1 Sub-Blok A, Sub- APBD Kabupaten E:]:I’JPSlzge;b Serang, BPBD
peng J Blok B, Sub-Blok C, Blok 2 Sub-Blok ' &
A, Sub-Blok B dan Sub-Blok C; dan
- SWP D pada Blok 1 Sub-Blok A.
- SWP A Blok 2 Sub-Blok B;
Pengembangan dan Pgmbang}lnan sarana - SWP B Blok 1 Sub-Blok B, B'lok 2 APBD Kabupaten DPUPR Kab Serang, BPBD
5.2.2 bangunan pengendalian banjir berupa sistem Sub-Blok B dan Sub-Blok C; Kab. Seran
pompanisasi - SWP C Blok 1 Sub-Blok A dan Blok 2 : &
Sub-Blok B
5.3 Bangunan Sumber Daya Air
- SWP B Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok
Pembangunan dan Pengembangan Bangunan B dan Blok 2 Sub-Blok C APBD Kabupaten
5:3.1 sumber daya air berupa pintu air - SWP D Blok 1 Sub-Blok A DPUPR Kab Serang
Rencana Jaringan Air Minum
6.1 Unit Air Baku
- SWP A pada Blok 1 Sub-Blok A, Sub-
6.1.1 Pengembangan dan Pembangunan jaringan Blok B dan Blok 2 Sub-Blok B; dan
o transmisi air baku - SWP B pada Blok 1 Sub-Blok B, Sub-
Blok C dan Blok 2 Sub-Blok C.
6.2 Unit Produksi
APBD Kabupaten,
6.2.1 Pengembangan dan Pem!oangunan prasarana SWP B pada Blok 1 Sub-Blok B. PDAM DPUPR Kab Serapg, dan
bangunan penampung air PDAM Al-Bantani
6.3 Unit Distribusi
6.3.1 Optimalisasi jaringan distibusi pembagi - SWP A Blok 2 Sub-Blok B dan Blok 2 APBD Kabupaten, DPUPR Kab Serang, dan

eksisting

Sub-Blok A

PDAM

PDAM Al-Bantani




- SWP B Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok
C dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok C
- SWP C Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok
B dan Blok 2 Sub-Blok B
- SWP D Blok 1 Sub-Blok A dan Blok 2
Sub-Blok A
- SWP A pada Blok 1 Sub-Blok A, Sub-
Blok B dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-
Blok B;
- SWP B pada Blok 1 Sub-Blok A, Sub-
. Blok B, Sub-Blok C dan Blok 2 Sub- APBD Kabupaten,
6.3.2 | Fengembangan dan Pembangunan jaringan Blok A. Sub-Blok B, Sub- Blok C; PDAM DPDTE wab Serang, dan
stribust pembagl - SWP C pada Blok 1 Sub-Blok A, Sub- anta
Blok B dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-
Blok B; dan
- SWP D pada Blok 1 Sub-Blok A dan
Blok 2 Sub-Blok A.
6.3 Bak Penampungan Air Hujan
APBD Kabupaten
. . ’ DPUPR Kab Serang, dan
6.3.1 Pembangunan bak penampung air hujan SWP B pada Blok 3 Sub-Blok A PDAM PDAM Al-Bantani
6.4 Bangunan Penangkap Mata Air
APBD Kabupaten
. ’ DPUPR Kab Serang, dan
6.4.1 Pembangunan bangunan penangkap mata air SWP B pada Blok 1 Sub-Blok B PDAM PDAM Al-Bantani
7. Rencana Pengelolaan Air Limbaj dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
Sistem Pengelolaan Air Limbah Non
7.1 .
Domestik
L - SWP B Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok APBD Kabupaten, DPUPR Kab Serang, DLH
Pembangunan dan Pengembangan jaringan
7.1.1 sistem pengelolaan air limbah non domestik ¢ dan CSR Kab Serang, dan Swasta
o g . . - - SWP C Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok
untuk rencana kegiatan industri B
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
7.2
Setempat
Pembangunan dan Pengembangan sarana ) APBD Kabupaten, DPUPR Kab Serang, DLH
7.2.1 sistem pengelolaan air limbah domestik SWP B Blok 3 Sub-Blok A dan CSR Kab Serang, dan Swasta




setempat berupa sub-sistem pengolahan
setempat
7.3 Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
: Terpusat
Optimalisasi dan perawatan sarana IPAL skala APBD Kabupaten, DPUPR Kab Serang, DLH
7.3.1 kawasan tertentu/permukiman SWP B Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok C dan CSR Kab Serang, dan Swasta
- SWP A pada Blok 1 Sub-Blok A dan APBD Kabupaten, DPUPR Kab Serang, DLH
Sub-Blok B; dan CSR Kab Serang, dan Swasta
- SWP B pada Blok 1 Sub-Blok A, Sub-
Blok C, SWP B Blok 2 Sub-Blok A,
752 | Pembangunan dan Pengembangan [PAL skala | - s,p piok B, Sub-Blok C dan Blok 3
P Sub-Blok A;
- SWP C pada Blok 1 Sub-Blok B; dan
- SWP D pada Blok 1 Sub-Blok A dan
Blok 2 Sub-Blok A.
7.4 Sistem Pengelolaan Limbah Bahan
: Berbahaya dan Beracun (B3)
Pembangunan dan Pengembangan Sistem APBD Kabupaten DPUPR Kab Serang, DLH
. - SWP A pada Blok 2 Sub-Blok B ’ ’
7.4.1 pengelolaan limbah bahan berbahaya dan - SWP B pada Blok 2 Sub-Blok C. dan CSR Kab Serang, dan Swasta
beracun (B3)
8 Rencana Jaringan Persampahan
8.1 Tempat Pengelolaan Sampah
: Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)
- SWP A pada Blok 1 Sub-Blok A, Sub- APBD Kabupaten, DPUPR Kab Serang, DLH
Blok B dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub- Kab Serang
Pembangunan dan Pengembangan sarana Blok B;
8.1.1 ersam il;'lan tempat gn elolain sampah - SWP B pada Blok 1 Sub-Blok A, Sub-
- O (I’)I‘PSgSR) P Blok B dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-
’ ’ Y Blok B, Sub-Blok C; dan
- SWP C pada Blok 1 Sub-Blok B dan
Blok 2 Sub-Blok B.
9 Rencana Jaringan Drainase
9.1 Jaringan Drainase Primer
- SWP A pada Blok 2 Sub-Blok A; dan APBD Kabupaten, DPUPR Kab Serang
9.1.1 Pengembangan jaringan drainase primer - SWP B pada Blok 2 Sub-Blok B dan
Sub-Blok C




9.2 Jaringan Drainase Sekunder
- SWP A pada Blok 1 Sub-Blok A, Sub- APBD Kabupaten, DPUPR Kab Serang
Blok B dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-
Blok B;
- SWP B pada Blok 1 Sub-Blok A, Sub-
9.2.1 Pengembangan jaringan drainase sekunder Blok B, Sub-Blok C dan Blok 2 Sub-
Blok A, Sub-Blok B, Sub-Blok C;
- SWP C pada Blok 1 Sub-Blok B, Blok
2 Sub-Blok A, Sub-Blok B; dan
- SWP D pada Blok 1 Sub-Blok A.
9.3 Jaringan Drainase Tersier
9.3.1 Pengembangan jaringan drainase tersier Seluruh SWP APBD Kabupaten, | DPUPR Kab Serang
2.4 Jaringan Drainase Lokal
9.4.1 Pengembangan jaringan drainase lokal Seluruh SWP APBD Kabupaten, | DPUPR Kab Serang
10. Rencana Jaringan Prasarana Lainnya
10.1 Jalur Evakuasi Bencana
Pengembangan dan Penyediaan sarana
10.1.1 prasarana untuk jalur evakuasi bencana pada

ruas :

Ruas jalan Anyer — Jaha

Ruas Jalan Anyer - Siring

Ruas Jalan Bandulu - Cirunten Girang

Ruas Jalan Bts. Kota Cilegon — Pasauran

Ruas Jalan Cibaru - Jaha

Ruas Jalan Cikoneng Tanjungmanis

Ruas Jalan Cisiram — Kamasan

- SWP A Blok 1 Sub-Blok A, Sub Blok
B dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok
B;

- SWP B Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok
B, Sub-Blok C, SWP B Blok 2 Sub-
Blok A, Sub-Blok B, Sub-Blok C dan
SWP B Blok 3 Sub-Blok A;

- SWP C Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok
B dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok
B; dan

- SWP D Blok 1 Sub-Blok A dan Blok 2
Sub-Blok A.

APBD Kabupaten

Dishub Kab Serang, BPBD
Kab. Serang

APBD Kabupaten

Dishub Kab Serang, BPBD
Kab. Serang

APBD Kabupaten

Dishub Kab Serang, BPBD
Kab. Serang

APBD Kabupaten

Dishub Kab Serang, BPBD
Kab. Serang

APBD Kabupaten

Dishub Kab Serang, BPBD
Kab. Serang

APBD Kabupaten

Dishub Kab Serang, BPBD
Kab. Serang

APBD Kabupaten

Dishub Kab Serang, BPBD
Kab. Serang




Ruas Jalan Gunungsari — Mancak — Anyar

Ruas Jalan Jaha - Sindangkarya

APBD Kabupaten

Dishub Kab Serang, BPBD
Kab. Serang

Ruas Jalan Jaha - Sindangmandi

APBD Kabupaten

Dishub Kab Serang, BPBD
Kab. Serang

Ruas Jalan Kampung Waluran 2

APBD Kabupaten

Dishub Kab Serang, BPBD
Kab. Serang

Ruas Jalan Komsabironyok — Lingkar Anyer

APBD Kabupaten

Dishub Kab Serang, BPBD
Kab. Serang

Ruas Jalan Kp. Cijeruk

APBD Kabupaten

Dishub Kab Serang, BPBD
Kab. Serang

Ruas Jalan Kp. Kadudago 2

APBD Kabupaten

Dishub Kab Serang, BPBD
Kab. Serang

Ruas Jalan Kp. Pegadungan

APBD Kabupaten

Dishub Kab Serang, BPBD
Kab. Serang

Ruas Jalan Kp. Tegal Cabe

APBD Kabupaten

Dishub Kab Serang, BPBD
Kab. Serang

Ruas Jalan Lingkar Anyer

APBD Kabupaten

Dishub Kab Serang, BPBD
Kab. Serang

Ruas Jalan Lingkar Anyer — Jaha

APBD Kabupaten

Dishub Kab Serang, BPBD
Kab. Serang

Ruas Jalan Pasar Sore — Kaligede

APBD Kabupaten

Dishub Kab Serang, BPBD
Kab. Serang

Ruas Jalan Pelabuhan Paku Anyar

APBD Kabupaten

Dishub Kab Serang, BPBD
Kab. Serang

Ruas Jalan Raya Manca

APBD Kabupaten

Dishub Kab Serang, BPBD
Kab. Serang

Ruas Jalan Desa Cikoneng

APBD Kabupaten

Dishub Kab Serang, BPBD
Kab. Serang

Ruas Jalan Desa Kosambironyok

APBD Kabupaten

Dishub Kab Serang, BPBD
Kab. Serang

Ruas Jalan Desa Mekarsari

APBD Kabupaten

Dishub Kab Serang, BPBD
Kab. Serang

Ruas Jalan Desa Sindangkarya

APBD Kabupaten

Dishub Kab Serang, BPBD
Kab. Serang

Ruas Jalan Desa Anyar

APBD Kabupaten

Dishub Kab Serang, BPBD
Kab. Serang

APBD Kabupaten

Dishub Kab Serang, BPBD
Kab. Serang




Ruas Jalan Desa Tambangayam

APBD Kabupaten

Dishub Kab Serang, BPBD
Kab. Serang

10.2 Tempat Evakuasi
- SWP A Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok APBD Kabupaten DPUPR Kab. Serang, BPBD
B dan Blok 2 Sub Blok-B; Kab. Serang
Penydiaan sarana dan prasarana sesuai untuk | SWP B Blok 1 Sub-Blok B, Sub Blok
10.2.1 keerluan titik kumpulptempat evakuasi C, Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B,
- Sub-Blok C dan Blok 3 Sub-Blok A;
bencana dan
- SWP D Blok 1 Sub-Blok A dan Blok 2
Sub-Blok A.
- SWP A Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok APBD Kabupaten DPUPR Kab. Serang, BPBD
P di S dan P d B; Kab. Serang
10.2.2 e e S temat - SWP B Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok
22 | optimalisasi fasilitas umum untulk tempa B dan Blok 3 Sub-Blok A
vaxu - SWP C Blok 1 Sub-Blok B; dan
- SWP D Blok 1 Sub-Blok A.
Penyediaan Sarana dan Prasarana dan - SWP A Blok 1 Sub-Blok A; APBD Kabupaten DPUPR Kab. Serang, BPBD
10.2.3 optimalisasi fasilitas umum untuk tempat - SWP B Blok 2 Sub-Blok A; dan Kab. Serang
evakuasi akhir - SWP C Blok 1 Sub-Blok B.
10.3 Jalur Sepeda
- SWP A Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok
Rencana Pengembangan Jalur Sepeda pada B dan Blok 2 Sub-Blok B; .
10.3.1 ruas jalan Bts. Kota Cilegon — Pasauran - SWP B Blok 1 Sub-Blok B, Sub-Blok APBD Kabupaten Dishub Kab. Serang
C dan Blok 2 Sub-Blok C.
. . - SWP A Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok
Penydiaan Sarana dan Prasarana Penunajang B dan Blok 2 Sub-Blok B:
10.3.2 lé;gela(‘gin_t;?ar:aegigﬁ pada ruas jalan Bts. Kota SWP B Blok 1 Sub-Blok B, Sub-Blok C APBD Kabupaten Dishub Kab. Serang
8 dan Blok 2 Sub-Blok C.
10.4 Jaringan Pejalan Kaki
Rencana Pengembangan dan penyediaan
10.4.1 sarana prasarana penunajang Jalur Pejalan

Kaki pada ruas jalan :

Ruas Jalan Anyer - Jaha;

Ruas Jalan Anyer - Siring;

- SWP A pada Blok 1 Sub-Blok A, Sub-
Blok B, dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-
Blok B;

APBD Kabupaten,
CSR

DPUPR Kab Serang, dan
swasta




Ruas Jalan Bandulu - Bagbagan;

Ruas Jalan Bandulu - Cirunten Girang;

Ruas Jalan Bts. Kota Cilegon — Pasauran;

Ruas Jalan Bunihara — Banjarsari;

Ruas Jalan Bunihara — Jaha;

Ruas Jalan Cibaru — Jaha;

Ruas Jalan Cisiram — Kamasan;

Ruas Jalan Gunungsari - Mancak — Anyar;

Ruas Jalan Jaha - Sindangkarya

Ruas Jalan Kampung Waluran 2

Ruas Jalan KH. Jahawi

Ruas Jalan Kosambironyok — Banjarsari

Ruas Jalan Kp. Pabuaran — Kosambironyok

Ruas Jalan Lingkar Anyer

Ruas Jalan Lingkar Anyer — Jaha

Ruas Jalan Pasar Sore — Kaligede

Ruas Jalan Pasirwaru — Banjarsari

- SWP B pada Blok 1 Sub-Blok A, Sub-
Blok B, Sub-Blok C dan Blok 2 Sub-
Blok A, Sub-Blok B, Sub-Blok C;

- SWP C pada Blok 1 Sub-Blok A, Sub-
Blok B dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-
Blok B; dan

- SWP D pada Blok 1 Sub-Blok A.

Ruas Jalan Desa Anyar

Ruas Jalan Desa Banjarsari

Ruas Jalan Desa Bunihara

Ruas Jalan Desa Kosambironyok

B. PERWUJUDAN POLA RUANG
1. Perwujudan Zona Lindung
1.1 Zona Badan Air (BA)




Pengendalian kegiatan di sekitar zona badan

- SWP A Blok 1 Sub-Blok A dan Blok 2

APBD Provinsi dan
APBD Kabupaten

DKP Provinsi Banten, dan
DPUPR Kab Serang

APBD Provinsi dan
APBD Kabupaten

DKP Provinsi Banten, dan
DPUPR Kab Serang

APBD Provinsi dan
APBD Kabupaten

DKP Provinsi Banten, dan
DPUPR Kab Serang

APBD Provinsi,
dan APBD
Kabupaten

DKP Prov Banten, DPUPR
Prov Banten, dan DPUPR
Kab Serang

APBD Provinsi dan
APBD Kabupaten

BBWS Cidanau Ciujung
Cidurian, dan DPUPR Kab
Serang

111 air Sub-Blok A, Sub-Blok B;
112 Pengendalian kegiatan budidaya di sekitar - SWP B Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok
o sungai. B dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok
Normalisasi Sungai B, Sub-Blok C;
- SWP C Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok
1.1.3 B dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok
B; dan
- SWP D Blok 1 Sub-Blok A.
1.2 Zona Perlindungan Setempat (PS)
1.2.1 Penetapan sempadan pantai Sepanjang kawasan pesisir WP Anyar
1.2.2 EZﬁi;?pan pemanfaatan ruang sempadan Sepanjang kawasan pesisir WP Anyar
1.2.3 Pemeliharaan sempadan pantai Sepanjang kawasan pesisir WP Anyar
1.2.4 Penetapan sempadan pantai Sepanjang kawasan pesisir WP Anyar
1.2.5 Penetapan sempadan sungai - SWP A Blok 1 Sub-Blok A dan Blok 2
Sub-Blok A, Sub-Blok B;
126 Penetapan pemanfaatan ruang sempadan - SWP B Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok
sungai B dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok
1.2.7 Normalisasi sempadan sungai B, Sub-Blok C;
= - - SWP C Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok
1.2.8 Penghijauan Sempadan Sungai B dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok
1.2.9 Pemeliharaan dan peningkatan kualitas RTH B; dan
- yang ada di sempadan sungai - SWP D Blok 1 Sub-Blok A.
1.3 Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)
1.3.1 Pembangunan Rimba Kota SWP C Blok 1 Sub-Blok B

Pembangunan Taman Skala Kecamatan

- SWP B Blok 2 Sub-Blok C
- SWP C Blok 1 Sub-Blok B

APBD Kabupaten,
dan CSR Swasta

DPKPTB Kab Serang, dan
DLH Kab Serang, Swasta

Pembangunan Taman Skala Kelurahan

- SWP A Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok
B

- SWP B Blok 2 Sub-Blok B, Sub-Blok
C

APBD Kabupaten,
dan CSR Swasta

DPKPTB Kab Serang, dan
DLH Kab Serang, Swasta

Penataan dan Pemeliharaan Taman Skala
Kecamatan

- SWP B Blok 2 Sub-Blok C
- SWP C Blok 1 Sub-Blok B

APBD Kabupaten,
dan CSR Swasta

DPKPTB Kab Serang, dan
DLH Kab Serang, Swasta

APBD Kabupaten

DPKPTB Kab Serang, dan
DLH Kab Serang




Penataan dan Pemeliharaan Taman Skala
Kelurahan

- SWP A Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok
B

- SWP B Blok 2 Sub-Blok B, Sub-Blok
C

APBD Kabupaten

DPKPTB Kab Serang, dan
DLH Kab Serang

Pengembangan RTH pemakaman

- SWP A Blok 1 Sub-Blok B

- SWP B Blok 2 Sub-Blok B, Sub-Blok
(@]

- SWP C Blok 1 Sub-Blok B

- SWP D Blok 1 Sub-Blok A

APBD Kabupaten

DPKPTB Kab Serang, dan
DLH Kab Serang

Pengembangan RTH Jalur Hijau

- SWP A Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok
B dan Blok 2 Sub-Blok A

- SWP B Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok
B, Sub-Blok C dan Blok 2 Sub-Blok
A, Sub-Blok B, Sub-Blok C;

- SWP C Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok
B dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok
B; dan

- SWP D Blok 1 Sub-Blok A dan Blok 2
Sub-Blok A.

APBD Kabupaten

DPKPTB Kab Serang, dan
DLH Kab Serang

Pembangunan dan Pengembangan RTH Privat
di setiap kavling bangunan (sesuai KDH pada
Lampiran Ketentuan Intensitas Pemanfaatan
Ruang)

Seluruh SWP

APBD Kabupaten,
dan CSR Swasta,
Swadaya
Masyarakat

DPKPTB Kab Serang, dan
DLH Kab Serang, Swasta,
Masyarakat

Pembangunan RTH Publik Tahap 1 (5%)

Zona Peruntukan RTH

APBD Kabupaten,
dan CSR Swasta

DPKPTB Kab Serang, dan
DLH Kab Serang, Swasta

Pembangunan RTH Publik Tahap 2 (5%)

Zona Peruntukan RTH

APBD Kabupaten,
dan CSR Swasta

DPKPTB Kab Serang, dan
DLH Kab Serang, Swasta

Pembangunan RTH Publik Tahap 3 (3,47%)

Zona Peruntukan RTH

APBD Kabupaten,
dan CSR Swasta

DPKPTB Kab Serang, dan
DLH Kab Serang, Swasta

Pembangunan RTH Publik Tahap 4 (2%)

Zona Peruntukan RTH

APBD Kabupaten,
dan CSR Swasta

DPKPTB Kab Serang, dan
DLH Kab Serang, Swasta

1.4

Zona Konservasi (KS)

1.4.1

Sub Zona Cagar Alam (CA)

Pengawasan dan pemantauan untuk
pelestarian taman wisata alam

SWP D Blok 1 Sub-Blok A dan Blok 2
Sub-Blok A

Bappeda Kab Serang, DLH
Kab Serang, DPUPR Kab




Pelestarian keanekaragaman hayati
ekosistemnya

APBN, APBD
Provinsi, dan
APBD Kabupaten

Serang, dan Disporapar
Kab Serang

1.4.1 Sub Zona Taman Wisata Alam (TWA)
. Pengawasan dan pemantauan untuk
pelestarian taman wisata alam
. Pﬁles.tinan keanekaragaman hayati APEN. APBD Bappeda Kab Serang, DLH
exosistemnya L0 Kab Serang, DPUPR Kab
N . SWP B Blok 3 Sub-Blok A Provinsi, dan .
Pengembangan taman wisata alam APBD Kabupaten Serang, dan Disporapar
. Melakukan program pembinaan, penyuluhan Kab Serang
kepada masyarakat dalam upaya pelestarian
kawasan
2. Perwujudan Zona Budi Daya
2.1 Zona Badan Jalan (BJ)
2.1.1 Perawatan badan jalan eksisting Eemfent'ri];m lePI(} DPUPR
rovinsi Banten dan
Seluruh SWP ﬁgggé\ Pkl)B D Ptrov, Dishub Provinsi Banten,
2.1.2 Pengembangan ruas jalan lingkungan primer abupaten DPUPR Kab. Serang,
Dishub Kab. Serang
2.2. Zona Hutan Produksi (KHP)
2.2.1 Sub Zona Hutan Produksi Terbatas (HPT)
Kementerian Kehutanan,
Kementerian Lingkungan
Hidup,
Perhutani, Dinas
Identifikasi, inventarisasi, penegasan, dan - SWP C Blok 1 Sub-Blok A APBN, APBD Prov, Kehutanan Provinsi, Dinas
. : i ’ - SWP D Blok 1 Sub-Blok A dan Blok 2 APBD Kabupaten, . - ’
penetapan kawasan hutan Sub-Blok A CSR Lingkungan Hidup
Provinsi, Dinas
Lingkungan Hidup
Kabupaten, dan/atau
Swasta
2.3 Zona Pertanian (P)
2.3.1 Sub Zona Tanaman Pangan (P-1)




Pengembangam budi daya tanaman pangan

Pengendalian alif fungsi sub zona tanaman
pangan (P-1)

- SWP SWP A Blok 1 Sub-Blok A, Sub-
Blok B dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-
Blok B;

- SWP B Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok
B, Sub-Blok C dan Blok 2 Sub-Blok
A, Sub-Blok B, Sub-Blok C;

- SWP C Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok
B dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok
B; dan

- SWP D Blok 1 Sub- Blok A dan Blok
2 Sub-Blok A.

APBN, APBD Prov,
APBD Kabupaten

Kementrian Pertanian,
Kementrian ATR/KBPN,
DPUPR Prov. Banten,
Dinas Pertanian Prov.
Banten, Dinas Pertanian
Kab. Serang, DPUPR Kab.
Serang

2.3.2

Sub Zona Perkebunan (P-3)

Pengembangan kawasan perkebunan

- SWP A Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok
B

- SWP B Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok
B;

- SWP C Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok
B dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok
B; dan

- SWP D Blok 1 Sub-Blok A dan Blok 2
Sub-Blok A.

APBD Kabupaten

Dinas Pertanian Kab.
Serang

2.4

Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)

2.4.1

Pengembangan zona kawasan peruntukan
industri (KPI)

- SWP A Blok 2 Sub-Blok B;

- SWP B Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok
C; dan

- SWP C Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok
B dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok
B.

BUMN, KEMENPERIN,

2.5

Zona Pariwisata (W)

2.5.1

Pengembangan kegiatan pariwisata

- SWP A Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok
B dan Blok 2 Sub-Blok B; dan

- SWP B Blok 1 Sub-Blok B, Sub-Blok
C, Blok 2 Sub-Blok C dan Blok 3
Sub-Blok A.

APBN, APBD DPUPR Kab Serang,

Kabupaten Disperindag Kab Serang,
DPMPTSP Kab Serang

APBN, APBD Disporapar Kab Serang,

Provinsi, APBD
Kabupaten, Swasta

DLH Kab Serang,
Disbudpar Kab Serang

2.6

Zona Perumahan (R)




2.6.1

Pengembangan sub zona perumahan
kepadatan tinggi (R-2)

- SWP A Blok 1 Sub-Blok A; dan

- SWP B Blok 1 Sub-Blok B, Sub-Blok
C dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok
B, Sub-Blok C.

2.6.2

Pengembangan sub zona perumahan
kepadatan sedang (R-3)

- SWP A Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok
B dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok
B;

- SWP B Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok
B, Sub-Blok C dan Blok 2 Sub-Blok
A, Sub-Blok B;

- SWP C Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok
B; dan

- SWP D Blok 1 Sub-Blok A.

2.6.3

Pengembangan sub zona perumahan
kepadatan rendah (R-4)

- SWP A Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok
B dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok
B;

- SWP B Blok 2 Sub-Blok B;

- SWP C Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok
B dan Blok 2 Sub-Blok B; dan

- SWP D Blok 1 Sub-Blok A dan Blok 2
Sub-Blok A.

APBD Kabuapten,
dan CSR swasta

DPKPTB Kab Serang, dan
Developer

2.7

Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)

2.7.1

Pengembangan sub zona SPU skala kota (SPU-
1) dan sarana pelayanan umum skala kota

- SWP A Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok
B

- SWP B Blok 1 Sub-Blok C dan Blok 2
Sub-Blok A

2.7.2

Pengembangan sub zona SPU skala kecamatan
(SPU-2) dan sarana pelayanan umum skala
kecamatan

- SWP A Blok 1 Sub-Blok A dan Blok 2
Sub-Blok A;

- SWP B Blok 1 Sub-Blok B, Sub-Blok
C dan Blok 2 Sub-Blok B, Sub-Blok
C; dan

- SWP C Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok
B

2.7.3

Pengembangan sub zona SPU skala kelurahan
(SPU-3) dan sarana pelayanan umum skala
kelurahan.

- SWP A Blok 1-Sub-Blok A, Sub-Blok
B dan Blok 2 Sub-Blok A;

- SWP B Blok 1 Sub-Blok B, Sub-Blok
C dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok
B, Sub-Blok C;

APBD Kabupaten

Disdikbud Kab Serang,
Dinkes Kab Serang, dan
DPKPTB Kab Serang




- SWP C Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok
B; dan

- SWP D Blok 1 Sub-Blok A dan Blok 2
Sub-Blok A.

2.7.4

Pengembangan sub zona SPU skala RW (SPU-
4) dan sarana pelayanan umum skala RW

- SWP A Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok
B dan Blok 2 Sub-Blok A;

- SWP B Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok
B, Sub-Blok C dan Blok 2 Sub-Blok
A, Sub-Blok B, Sub-Blok C;

- SWP C Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok
B; dan

- SWP D Blok 1 Sub-Blok A dan Blok 2
Sub-Blok A.

2.8

Zona Perdagangan dan Jasa (K)

2.8.1

Pengembangan sub zona perdagangan dan jasa
skala kota (K-1)

SWP B Blok 1 Sub-Blok B, Sub-Blok C
dan Blok 2 Sub-Blok B dan Sub-Blok
C

2.8.2

Pengembangan sub zona perdagangan dan jasa
skala WP (K-2)

- SWP A Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok
B dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok
B;

- SWP B Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok
B, Sub-Blok C dan Blok 2 Sub-Blok
A, Sub-Blok B, Sub-Blok C; dan

- SWP C Blok 1 Sub-Blok 1, Sub-Blok
B dan Blok 2 Sub-Blok B.

2.8.3

Pengembangan sub zona perdagangan dan jasa
skala SWP (K-3)

- SWP A Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok
B dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok
B;

- SWP C Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok
B; dan

- SWP D Blok 1 Sub-Blok A.

APBD Kab. Serang,
CSR dan Swadaya
Masyarakat

DPUPR Kab Serang,
Disperindagkop Kab
Serang, Swasta dan
Masyarakat

2.9

Zona Perkantoran (KT)

2.9.1

Pengembangan zona perkantoran

- SWP A Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok
B;

- SWP B Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok
B dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok
B, Sub-Blok C;

APBD Kabupaten,
APBD Kecamatan
dan APBDes

DPUPR Kab Serang,
Pemerintah Kecamatan
dan Pemerintah Desa




- SWP C Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok
B; dan
- SWP D Blok 1 Sub-Blok A.

2.10 Zona Trasnprotasi (TR)
Pengembangan dan Optimalisasi zona
2.10.1 ¢
trasnportasi berupa :
. Terminal Penumpang Tipe C Anyar APBD Kabupaten glsll}g]}g IIEZ]’; ’ 2:;:23 dan
Kementrian Perhubungan,
. Stasiun Penumpang Kecil Anyer Kidul SWP B Blok 1 Sub-Blok B dan Blok 2 APBN Kementrian PUPR dan
Sub-Blok A, Sub-Blok C PT KAI
. Kementrian Perhubungan
. Pelabuhan Pengumpang Regional Anyer Lor APBN dan Kementrian PUPR
2.11 Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)
211.1 Pengembangan zona pertahanan dan
T keamanan ]
2.11.2 Pengembangan ruang untuk kegiatan militer SWP B Blok 2 Sub-Blok C. APBN ?ﬁling:rtlnpaglll;elrtahanan,
2113 Pemeliharaan dan Opetimalisasi peruntukan

zona pertahanan dan keamanan
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201 gg%aluran Air 360 3600 36002 | BL | B3 | B3 BL |, |BL|BL|[BL|J|T| B3 | Ta | T BL | 14 | 14 | 14 2| 12| 1a s T w4 | T4
4
PERUNTUKAN
LAINNYA
Gudang T2,
202 BesarPerqudangan 521 5210 52101 B3 X | x| x| x| x |x B3 x | x X X X oy
N . T T T
Fasilitas Pengendali T3
" T3, |3 | T3 | T3 | T3 |3 |3 T3, | T3, MMM T3 | T3, | T3, | T3, | T3 | T3, | T3 T3, | T3, | T2
203 Banjir, rumah pompa, 422 4221 42212 BS | 74 | T | T4 | T84 | T4 | T|T| B | T4 | Ta PV T4 | T4 | T4 | T4 | T4 | T4 | T4 | T4 | T4 | T4
reservoir 4 4 4 T4
T3
Pos Pemadam T3, | T3, QXM T3 | T3, | T3, | T3, | T3 | T3, | T3 T3, | T3,
204 Kebakaran 842 8423 84234 A =Y L A (A A A | Ta| T4 EEEEM T4 | T4 | T4 T4 | T4 | T4 T4 T4 | T4
T T T
. T3
Base Transceiver T3, 3, T3, T3, T3, 3, 3, T3, T3, B1, T3, T3, T3, T3, T3, T3, T3, T3, T3, T3,
205 Station/BTS 422 4221 4221v | X 1 B3 | B3 |\ g | 7| 4 | T4 | T4 | T | T | B fal T4 | s ECEM T4 | T4 | T4 | T4 | T4 | T4 | T4 T4 | T4 | T4
4 4| 4
T T
o T3
Pembangkit Listrik / T3, | 3 | T3, | T3, 3, T3, | T3, QXM T3 | T3, | T3, | T3, | T3 | T3, | T3 T3, | T3, | T3
206 Gardu induk 422 4221 42213 X ) ke ™ | T|Ta | T4 | XX T| B | TA| T4 EEEMM T4 | T4 | T4 T4 | T4 | T4 T4 T4 T4 | T4
4 4
T T
T3
Iklan / Reklame / T3, | 3 | T3, | T3, 3, T3, | T3, | T3, | T3 | T3 | T3 | T3 | T3 | T3 | T3 T3, | T3, | T3
207 Billboard / Videotron 731 7310 73100 A =Y T | T | T4 | T4 | X | X|T]| B | TA | TA | T4 | Ta| T4 | T4 T4 | T4 | T4 T4 T4 T4 | T4
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208 Penyediaan dan 351 3511 X B3 B3 T3, 3, | T3, T3, T3, &, &, B3 T3, T3, T3, T3, T3, T3, T3, T3, T3, T3, T3, T3, T3, T3, T3,
Distribusi Tenaga Listrik B1 B |BlL|BlL|BlL|B|B B1 Bl | 5, | Bl B1 B1 Bl | Bl B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1
1 1|1
Keterangan
I Diijinkan
T Diijinkan secara terbatas
T1 Dibatasi dengan pembatasan pengoperasian
T2 Dibatasi dengan pembatasan luas sebesar 20% (dua puluh persen) pada suatu kegiatan diluar zona/sub zona didalam sebuah kavling/ persil
T3 Dibatasi dengan pembatasan jumlah pendaftaran, jumlah pemanfaatan diluar zona/sub zona maksimal 20% (dua puluh persen) untuk mencegah
dominasi kegiatan yang tidak sesuai
T4 Dibatasi dengan pembatasan jumlah pendaftaran, jumlah pemanfaatan diluar zona/sub zona dengan mempertimbangkan persetujuan dan rekomendasi
B Diijinkan secara bersyarat
B1 Menyusun dokumen kajian lingkungan
B2 Menyusun dokumen analisis dampak lalu lintas
B3 Memperoleh rekomendasi dari instansi yang membidangi kehutanan
B4 bersyarat mendapatkan rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

agraria/pertanahan dan tata ruang serta rekomendasri dari Forum Penataan Ruang

Tidak diijinkan




LAMPIRAN VII

PERATURAN BUPATI SERANG

NOMOR : 9 TAHUN 2023

TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN ANYAR TAHUN

2023-2043
KETENTUAN INTENSITAS DAN PEMANFAATAN RUANG
.. Luas Kavling
ZONA SUB ZONA KDB Maksimum (%) | KLB Maksimal KDH (“;“)"mal Minimum
° (m2)
ZONA LINDUNG
ZONA BADAN AIR BA (Badan Air) 0 0 20
ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT PS (Perlindungan Setempat) 10 0.1 90 -
CA (Cagar Alam) 0 0 90
ZONA KONSERVASI
TWA (Taman Wisata Alam) 0 0 90
RTH-1 (Rimba Kota) 10 0,2 80 -
RTH-3 (Taman Kecamatan) 10 0,2 80
ZONA RUANG TERBUKA HIJAU RTH-4 (Taman Kelurahan) 10 0,2 80 -
RTH-7 (Makam) 5 0.05 80 -
RTH-8 (Jalur Hijau) 5 0.05 80 -
ZONA BUDI DAYA
BADAN JALAN BA (Badan Jalan) 0 0 0
ZONA HUTAN PRODUKSI HPT (Hutan Produksi Terbatas) 10 0.2 80 i
P-1 (Pertanian Tanaman Pangan) 20 0.4 80 i
ZONA PERTANIAN
P-3 (Perkebunan) 20 0.4 80 -
ZONA KAWASAN PERUNTUKAN . -
INDUSTRI KPI (Kawasan Peruntukan Industri) 70 1.8 20
ZONA PARIWISATA W (Pariwisata) 60 1 20 -
R-2 (Perumahan Kepadatan Tinggi) 60 1.5 20 60
ZONA PERUMAHAN
R-3 (Perumahan Kepadatan Sedang) 60 2.4 20 72




Luas Kavling

ZONA SUB ZONA KDB Maksimum (%) | KLB Maksimal KDH (“;“)“mal Minimum
° (m2)

R-4 (Perumahan Kepadatan Rendah) 70 2.4 20 90
SPU-1 (SPU Skala Kota) 70 2 20 -
SPU-2 (SPU Skala Kecamatan) 60 1.5 20 .

ZONA SARANA PELAYANAN UMUM -
SPU-3 (SPU Skala Kelurahan) 60 1.5 20
SPU-4 (SPU Skala RW) 50 1.2 20 _
K-1 (Perdagangan dan Jasa Skala 30 20 20 3
Kota)

PERDAGANGAN DAN JASA K-2 (Perdagangan dan Jasa Skala WP) 80 2.0 20 .
K-3 (Perdagangan dan Jasa Skala )
SWP) 70 2.0 20

PERKANTORAN KT (Perkantoran) 70 2.4 20 -

TRANSPORTASI TR (Transportasi) 60 2 20 ]

PERTAHANAN DAN KEAMANAN HK (Pertahanan dan Keamanan) 60 2.7 20 -




KETENTUAN TATA BANGUNAN

LAMPIRAN VIII

PERATURAN BUPATI SERANG

NOMOR : 9 TAHUN 2023

TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN ANYAR TAHUN
2023-2043

Ketinggian

GSB Minimum ) )
ZONA SUB ZONA Bar(ngg;mn J B(Snl:l;m J BI(BmN)lm Kontruksi Desain Bangunan
. J.K J.L | J.Ling
Maksimum
ZONA LINDUNG
ZONA BADAN AIR BA (Badan Air) 0 meter 0 0 0 0 0 -
ZONA struktur, tampilan, dan desain bangunan
PERLINDUNGAN PS (Perlindungan Setempat) | 5 meter 2 2 2 0.5 1 » tamprar, &
SETEMPAT menggunakan konsep bangunan tahan bencana
CA (Cagar Alam) 0 meter 0 0 0 0 0 -
ZONA KONSERVASI
TWA (Taman Wisata Alam) 0 meter 0 0 0 0 0 -
RTH-1 (Rimba Kota) 5 meter 6 4 2 3 3 struktur, tampilan, dan desain bangunan
menggunakan Kkonsep bangunan tahan bencana
RTH-3 (Taman Kecamatan) 5 meter 6 4 2 3 3 struktur, tampilan, dan desain bangunan
menggunakan konsep bangunan tahan bencana
ZONA RUANG struktur, tampilan, dan desain bangunan
TERBUKA HIJAU RTH-4 (Taman Kelurahan) > meter 6 4 2 3 3 menggunakan konsep bangunan tahan bencana
struktur, tampilan, dan desain bangunan
RTH-7 (Pemakaman) > meter 6 4 2 3 3 menggunakan konsep bangunan tahan bencana
RTH-8 (Jalur Hijau) 5 meter 6 4 2 2 2 struktur, tampilan, dan desain bangunan
J menggunakan konsep bangunan tahan bencana
ZONA BUDI DAYA
BADAN JALAN BA (Badan Jalan) 0 meter 0 0 0 0 0 -
ZONA HUTAN HPT (Hutan Produksi 5 meter 6 4 2 3 3 struktur, tampilan, dan desain bangunan
PRODUKSI Terbatas) menggunakan konsep bangunan tahan bencana
P-1 (Pertanian Tanaman struktur, tampilan, dan desain bangunan
ZONA PERTANIAN Pangan) > meter 6 4 2 3 3 menggunakan konsep bangunan tahan bencana




Ketinggian

GSB Minimum

ZONA SUB ZONA Bar(l'%;;;lan J B(Snl:/;m J B](Bml\;lm Kontruksi Desain Bangunan
. JK J.L | J.Ling
Maksimum
P-3 (Perkebunan) 5 meter 6 4 2 3 3 struktur, tampilan, dan desain bangunan
menggunakan konsep bangunan tahan bencana
ZONA KAWASAN KPI (Kawasan Peruntukan struktur, tampilan, dan desain bangunan
PERUNTUKAN Industri) 16 meter 8 7 6 5 5 menggunakan konsep bangunan tahan bencana
INDUSTRI "
ZONA PARIWISATA | W (Pariwisata) 12 meter | 6 5 4 2 o | struktur,tampilan, dan desain bangunan
menggunakan konsep bangunan tahan bencana
R-2 (Perumahan Kepadatan 16 meter 6 4 2 2 2 struktur, tampilan, dan desain bangunan
Tinggi) menggunakan konsep bangunan tahan bencana
70NA PERUMAHAN R-3 (Perumahan Kepadatan 16 meter 6 4 2 2 2 struktur, tampilan, dan desain bangunan
Sedang) menggunakan konsep bangunan tahan bencana
R-4 (Perumahan Kepadatan 12 meter 6 4 2 2 2 struktur, tampilan, dan desain bangunan
Rendah) menggunakan konsep bangunan tahan bencana
SPU-1 (SPU Skala Kota) 16 meter 6 5 4 2 2 struktur, tampilan, dan desain bangunan
menggunakan konsep bangunan tahan bencana
SPU-2 (SPU Skala struktur, tampilan, dan desain bangunan
ZONA SARANA Kecamatan) 12 meter 6 4 2 2 2 menggunakan konsep bangunan tahan bencana
PELAYANAN UMUM | SPU-3 (SPU Skala struktur, tampilan, dan desain bangunan
Kelurahan) 5 meter 6 4 2 2 2 menggunakan konsep bangunan tahan bencana
struktur, tampilan, dan desain bangunan
SPU-4 (SPU Skala RW) 5 meter 6 4 2 2 2 menggunakan konsep bangunan tahan bencana
K-1 (Perdagangan dan Jasa struktur, tampilan, dan desain bangunan
Skala Kota) 24 meter 6 5 4 2 2 menggunakan konsep bangunan tahan bencana
PERDAGANGAN K-2 (Perdagangan dan Jasa c struktur, tampilan, dan desain bangunan
DAN JASA Skala WP) 16 meter 6 4 2 2 menggunakan konsep bangunan tahan bencana
K-3 (Perdagangan dan Jasa 10 meter 6 4 ) ) 5 struktur, tampilan, dan desain bangunan

Skala SWP)

menggunakan konsep bangunan tahan bencana




Ketinggian

GSB Minimum

ZONA SUB ZONA Bangunan JBS Min | JBB Min Kontruksi Desain Bangunan
(TB) JK | JL |jLing| (™ (m)
Maksimum
struktur, tampilan, dan desain bangunan
PERKANTORAN KT (Perkantoran) 24 meter 6 5 4 2 2
menggunakan konsep bangunan tahan bencana
_ struktur, tampilan, dan desain bangunan
TRANSPORTASI TR (Transportasi) 12 meter 8 7 6 2 2 menggunakan konsep bangunan tahan bencana
PERTAHANAN DAN | HK (Pertahanan dan 24 meter 6 4 2 2 2 struktur, tampilan, dan desain bangunan

KEAMANAN

Keamanan)

menggunakan konsep bangunan tahan bencana




LAMPIRAN IX

PERATURAN BUPATI SERANG

NOMOR : 9 TAHUN 2023

TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN ANYAR TAHUN

2023-2043
KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
ZONA SUB ZONA PRASARANA MINIMAL

ZONA LINDUNG

ZONA BADAN AIR BA (Badan Air) Jembatan untuk sungai yang memotong jalan

ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT PS (Perlindungan Setempat) jalan inspeksi

ZONA KONSERVASI CA (Cagar Alam) penunjang kegiatan perlindungan
TWA (Taman Wisata Alam) penunjang kegiatan wisata alam

ZONA RUANG TERBUKA HIJAU RTH-1 (Rimba Kota) jalur pejalan kaki, jalur evakuasi, jalur disabilitas, hidran umum, tempat berkumpul, tempat sampah
RTH-3 (Taman Kecamatan) jalur pejalan kaki, jalur evakuasi, jalur disabilitas, hidran umum, tempat berkumpul, tempat sampah
RTH-4 (Taman Kelurahan) jalur evakuasi, tempat sampah
RTH-7 (Makam) jalur evakuasi, tempat sampah
RTH-8 (Jalur Hijau) hidran umum

ZONA BUDI DAYA

BADAN JALAN BJ] (Badan Jalan) penerangan jalan umum, jalur evakuasi

ZONA HUTAN PRODUKSI HPT (Hutan Produksi Terbatas) jalan inspeksi

ZONA PERTANIAN P-1 (Pertanian Tanaman Pangan) jalan inspeksi pertanian/jalan petani

P-3 (Perkebunan)

jalan inspeksi perkebunan

ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI

KPI (Kawasan Peruntukan Industri)

jalur evakuasi, hidran umum, tempat sampah, tempat berkumpul, tempat bongkar muat, ruang terbuka
hijau publik

jalur pejalan kaki, tempat parkir, jalur sepeda, jalur evakuasi, jalur disabilitas, hidran umum, pos kemanan,

ZONA PARIWISATA W (Pariwisata) Tempat berkumpul, tempat sampah, ruang terbuka hijau publik
R-2 (Perumahan Kepadatan Tinggi) jalur pejalan kaki, tempat parkir umum, jalur sepeda, jalur evakuasi, jalur disabilitas, hidran umum, pos
kemanan, Tempat berkumpul
70NA PERUMAHAN R-3 (Perumahan Kepadatan Sedang) jalur pejalan kaki, jalur sepeda, jalur evakuasi, jalur disabilitas, hidran umum, pos kemanan, Tempat

berkumpul

R-4 (Perumahan Kepadatan Rendah)

jalur pejalan kaki, jalur sepeda, jalur evakuasi, jalur disabilitas, hidran umum, pos kemanan, Tempat
berkumpul

ZONA SARANA PELAYANAN UMUM

SPU-1 (SPU Skala Kota)

jalur pejalan kaki, tempat parkir, jalur sepeda, jalur evakuasi, jalur disabilitas, hidran umum, pos kemanan,
Tempat berkumpul, Zona selamat sekolah (ZoSS), tempat sampah

SPU-2 (SPU Skala Kecamatan)

jalur pejalan kaki, tempat parkir, jalur sepeda, jalur evakuasi, jalur disabilitas, hidran umum, pos kemanan,
Tempat berkumpul, Zona selamat sekolah (ZoSS), tempat sampah




ZONA

SUB ZONA

PRASARANA MINIMAL

SPU-3 (SPU Skala Kelurahan)

jalur pejalan kaki, tempat parkir, jalur sepeda, jalur evakuasi, jalur disabilitas, hidran umum, pos kemanan,
Tempat berkumpul, Zona selamat sekolah (ZoSS), tempat sampah

SPU-4 (SPU Skala RW)

jalur pejalan kaki, tempat parkir, jalur sepeda, jalur evakuasi, jalur disabilitas, hidran umum, pos kemanan,
Tempat berkumpul, Zona selamat sekolah (ZoSS), tempat sampah

PERDAGANGAN DAN JASA

K-1 (Perdagangan dan Jasa Skala Kota)

jalur pejalan kaki, tempat parkir, jalur sepeda, jalur evakuasi, jalur disabilitas, hidran umum, pos kemanan,
Tempat berkumpul, tempat sampah, tempat bongkar muat

K-2 (Perdagangan dan Jasa Skala WP)

jalur pejalan kaki, tempat parkir, jalur sepeda, jalur evakuasi, jalur disabilitas, hidran umum, pos kemanan,
Tempat berkumpul, tempat sampah, tempat bongkar muat

K-3 (Perdagangan dan Jasa Skala SWP)

jalur pejalan kaki, tempat parkir, jalur sepeda, jalur evakuasi, jalur disabilitas, hidran umum, pos kemanan,
Tempat berkumpul, tempat sampah, tempat bongkar muat

jalur pejalan kaki, tempat parkir, jalur sepeda, jalur evakuasi, jalur disabilitas, hidran umum, pos kemanan,

PERKANTORAN KT (Perkantoran) Tempat berkumpul, tempat sampah
TRANSPORTASI TR (Transportasi) tempat parkir, jalur evakuasi, hidran umum
HANKAM HK (Pertahanan dan Keamanan) tempat parkir, jalur evakuasi, jalur disabilitas, hidran umum, pos kemanan, Tempat berkumpul, tempat

sampah
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KETENTUAN KHUSUS

KETENTUAN KHUSUS RAWAN BENCANA

Kawasan rawan bencana tsunami tinggi berada di SWP B Blok 2 Sub-Blok A,

Sub-Blok B, Sub-Blok C, berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. perizinan bangunan gedung dan non gedung pada pemanfaatan yang
diizinkan secara terbatas (T) dan bersyarat (B) wajib memiliki konstruksi
struktur bangunan sesuai standar teknis bangunan tahan tsunami;

2. dilengkapi sistem peringatan dini tsunami;

3. dilengkapi jalur evakuasi menuju TES terdekat dengan jarak maksimal
1,6 kilometer atau waktu tempuh maksimal menuju TES adalah 15 menit
sebelum kedatangan gelombang tsunami;

4. kegiatan bangunan yang sudah ada dan memiliki izin yang wajib
menerapkan pedoman keselamatan bencana dan mitigasi bencana serta
bersedia dijadikan tempat evakuasi; dan

5. KDH harus ditambahkan 10% dari KDH minimum yang ditetapkan.

Kawasan rawan bencana gempa bumi tinggi terdapat di SWP A meliputi Blok

1 Sub-Blok B dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B; SWP B meliputi Blok 1

Sub-Blok A, Sub-Blok B, Sub-Blok C, Blok 2 Sub-Blok B, dan Blok 3 Sub-

Blok A; SWP C meliputi Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B; dan SWP D meliputi

Blok 1 Sub-Blok B dan Blok 2 Sub-Blok A. berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Penyediaan infrastruktur yang memadai sesuai dengan kepadatan
penduduk dan menggunakan konstruksi yang sesuai dengan rona
lingkungan;

2. perizinan bangunan gedung dan non gedung pada pemanfaatan yang
diizinkan secara terbatas (T) dan bersyarat (B) wajib memiliki konstruksi
struktur bangunan sesuai standar teknis bangunan tahan gempa; dan

3. kegiatan bangunan yang sudah ada dan memiliki izin yang wajib
menerapkan pedoman keselamatan bencana dan mitigasi bencana serta
bersedia dijadikan tempat evakuasi.

kawasan rawan bencana gerakan tanah tingkat tinggi terdapat di SWP A

meliputi Blok 1 Sub-Blok B; SWP C meliputi Blok 1 Sub-Blok A, Blok 2 Sub-



Blok A; dan SWP D meliputi Blok 1 Sub-Blok B dan Blok 2 Sub-Blok A,

berlaku ketentuan sebagai berikut:

1.

Penyediaan infrastruktur yang memadai sesuai dengan kepadatan
penduduk dan menggunakan konstruksi yang sesuai dengan rona
lingkungan;

Perizinan bangunan gedung dan non gedung pada pemanfaatan yang
diizinkan secara terbatas (T) dan bersyarat (B) wajib memiliki konstruksi

struktur bangunan sesuai standar teknis;

. kegiatan bangunan yang sudah ada dan memiliki izin yang wajib

menerapkan pedoman keselamatan bencana dan mitigasi bencana serta

bersedia dijadikan tempat evakuasi.

. Kawasan rawan bencana likuefaksi tinggi berada di SWP A meliputi Blok 1
Sub-Blok A, Sub-Blok B dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B; SWP B meliputi
Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B, Sub-Blok C, Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B,
Sub-Blok C; dan SWP C meliputi Blok 1 Sub-Blok B, Blok 2 Sub-Blok B,

berlaku ketentuan sebagai berikut:

1.

4.

perizinan bangunan gedung dan non gedung pada pemanfaatan yang
diizinkan secara terbatas (T) dan bersyarat (B) wajib memiliki dokumen
lingkungan;

dilengkapi jalur evakuasi menuju TES terdekat dengan jarak maksimal
1,6 kilometer atau waktu tempuh maksimal menuju TES adalah 15 menit
saat kejadian likuefaksi;

kegiatan bangunan yang sudah ada dan memiliki izin yang wajib
menerapkan pedoman keselamatan bencana dan mitigasi bencana serta
bersedia dijadikan tempat evakuasi; dan

KDH harus ditambahkan 10% dari KDH minimum yang ditetapkan.

. Kawasan rawan bencana banjir tinggi berada di SWP A meliputi Blok 1 Sub-
Blok A, Sub-Blok B dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B; SWP B meliputi Blok
1 Sub-Blok A, Sub-Blok B, Sub-Blok C, Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B, Sub-
Blok C; dan SWP C meliputi Blok 1 Sub-Blok B, Blok 2 Sub-Blok B, berlaku

ketentuan sebagai berikut:

1.
2.

pengembangan sumur resapan air;
pengembangan infrastruktur sumber daya air berupa bangunan
pengendali banjir dan pintu air;

kegiatan konservasi lingkungan pesisir;



4.

S.

pengembangan struktur alami atau buatan yang berfungsi sebagai
penahan aliran air; dan

KDH harus ditambahkan 10% dari KDH minimum yang ditetapkan.

KETENTUAN KHUSUS SEMPADAN

. kawasan sempadan pantai, terdapat di SWP A meliputi Blok 1 Sub-Blok A,
Sub-Blok B dan Blok 2 Sub-Blok B; dan SWP B meliputi Blok 1 Sub-Blok B,
Sub-Blok C, Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B, Sub-Blok C, berlaku ketentuan

sebagai berikut:

1.

8.

bangunan eksisting. tidak diperbolehkan mengembangkan bangunan
perumahan baru;

mempertahankan sempadan pantai yang masih kosong sebagai ruang
terbuka hijau;

menyediakan sarana pembuangan limbah dan tempat pembuangan
sampah;

menyediakan jenis vegetasi yang mampu menyerap air pada halaman
bangunan;

Setiap bangunan eksisting yang ada harus memiliki persyaratan
keamanan bangunan;

kegiatan renovasi bangunan hanya boleh dilakukan sesuai kondisi asal,
merubah bentuk fasade maskimal 50%, tidak diperbolehkan menambah
luasan ruang dan ketinggian bangunan dari kondisi asal;

setiap bangunan wajib menyediakan jaringan drainase lingkungan
dan/atau sumur resapan yang terintegrasi dengan sistem drainase
sekitarnya sesuai ketentuan teknis yang berlaku; dan

KDH harus ditambahkan 20% dari KDH minimum yang ditetapkan.

. kawasan sempadan sungai, terdapat di SWP A meliputi Blok 2 Sub-Blok A;
SWP B meliputi Blok 2 Sub-Blok B, Sub-Blok C; SWP C meliputi Blok 2 Sub-
Blok A, Sub-Blok B; dan SWP D meliputi Blok 1 Sub-Blok B, berlaku

ketentuan sebagai berikut:

1.

bangunan eksisting. tidak diperbolehkan mengembangkan bangunan
perumahan baru;

mempertahankan sempadan sungai yang masih kosong sebagai ruang
terbuka hijau;

menyediakan sarana pembuangan limbah dan tempat pembuangan

sampabh;



4. menyediakan jenis vegetasi yang mampu menyerap air pada halaman
bangunan;

S. Setiap bangunan eksisting yang ada harus memiliki persyaratan
keamanan bangunan;

6. kegiatan renovasi bangunan hanya boleh dilakukan sesuai kondisi asal,
merubah bentuk fasade maskimal 50%, tidak diperbolehkan menambah
luasan ruang dan ketinggian bangunan dari kondisi asal;

7. setiap bangunan wajib menyediakan jaringan drainase lingkungan
dan/atau sumur resapan yang terintegrasi dengan sistem drainase
sekitarnya sesuai ketentuan teknis yang berlaku;

8. KDH harus ditambahkan 20% dari KDH minimum yang ditetapkan.

3. KETENTUAN KHUSUS LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
A. lahan pertanian pangan berkelanjutan, terdapat di SWP A blok A.1, A.2; SWP B
blok B.1; SWP C blok C.1, C.2; dan SWP D blok D.1, D2, berlaku ketentuan
sebagai berikut:
1. Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan hanya dapat dilakukan
oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam rangka:
a) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum, yang meliputi pembangunan
Jalan umum, Waduk, Bendungan, Irigasi, Saluran air minum atau air
bersih, Drainase dan sanitasi, Bangunan pengairan, Pelabuhan, Bandar
udara, Stasiun dan jalan kereta api, Terminal, Fasilitas keselamatan
umum, Cagar alam; dan atau Pembangkit dan jaringan listrik dengan
syarat:
e Memiliki kajian kelayakan strategis;
e Mempunyai rencana alih fungsi lahan;
e Pembebasan kepemilikan hak atas tanah;
o Ketersediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan yang dialihfungsikan; dan
b) Terjadi bencana yang ditetapkan oleh yang berwenang dalam urusan
penanggulangan bencana.
2. Penyediaan lahan pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

dilakukan oleh pihak yang mengalihfungsikan.

4. KETENTUAN KHUSUS TEMPAT EVAKUASI BENCANA

A. Tempat evakuasi sementara, terdapat di:
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SWP A meliputi Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B;

SWP B meliputi Blok 1 Sub-Blok A dan Blok 2 Sub-Blok A, Sub-Blok B;
SWP C meliputi Blok 1 Sub-Blok B; dan

SWP D meliputi Blok 1 Sub-Blok B.

B. Tempat evakuasi akhir, terdapat di:

1.
2.
3.
4.

SWP A meliputi Blok 1 Sub-Blok A, Sub-Blok B;
SWP B meliputi Blok 2 Sub-Blok A;

SWP C meliputi Blok 1 Sub-Blok B; dan

SWP D meliputi Blok 1 Sub-Blok B.

C. Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana berlaku ketentuan sebagai berikut:

1.

2.

Tempat Evakuasi Sementara (TES) merupakan ruang penyelamatan diri
(escape building) dan berfungsi sebagai tempat berkumpul (assembly point)
penduduk yang akan melanjutkan mobilisasi ke Tempat Evakuasi Akhir
(TEA), meliputi:

a. waktu tempuh lokasi TES maksimal 20-30 (dua puluh sampai tiga puluh)

menit, untuk bencana tsunami perlu memperhitungkan beberapa faktor

yang mempengaruhi waktu tempuh;

. jarak tempuh ke lokasi TES sekitar 1-2 (satu sampai dua) kilometer dari

pusat permukiman atau aktivitas masyarakat;

kecepatan masyarakat menuju tempat evakuasi sangat ditentukan oleh
letak atau lokasi evakuasi, jalur yang dilalui, serta kepadatan jalur
tersebut. Dengan asumsi kecepatan (V) orang dalam berlari pada kondisi
ketika terjadi bencana diperkirakan paling cepat 2,5 km/jam - 3,6
km/jam (dua koma lima kilometer per jam sampai dengan tiga koma enam

kilometer per jam);

. terletak pada jaringan jalan yang mudah dicapai dari segala arah dengan

berlari atau berjalan kaki (aksesibilitas tinggi);
memiliki sarana dan prasarana penunjang yang lengkap; dan
TES dapat berupa bangunan vertikal sebagai tempat evakuasi vertikal

(TEV) pada kawasan rawan bencana banjir tinggi dan tsunami.

Tempat Evakuasi Akhir (TEA) merupakan tempat penampungan penduduk di
kawasan aman dari bencana dan dapat ditempati untuk jangka waktu
tertentu, meliputi:

a. lokasi berada di luar wilayah rawan bencana;

b. terdapat fasilitas jalan dari permukiman ke tempat penampungan untuk

memudahkan evakuasi (escape road);



memiliki standar minimal daya tampung ruang evakuasi. dengan standar
minimal kebutuhan ruang yang dianjurkan adalah 3 m2/orang (tiga meter
persegi per orang);

ketersediaan sarana air bersih, MCK, penerangan/listrik, dll yang
mencukupi;

ketersediaan pos kesehatan untuk pelayanan kesehatan pengungsi; dan
ketersediaan pos komunikasi dengan sarana yang lebih lengkap (radio

komunikasi, telepon, satelit).

5. KETENTUAN KHUSUS RESAPAN AIR
A. kawasan resapan air, terdapat di SWP C Blok 2 Sub-Blok A, berlaku ketentuan

sebagai berikut:

1.

bangunan eksisting. tidak diperbolehkan mengembangkan bangunan

perumahan baru;

2. mempertahankan ruan yang masih kosong sebagai ruang terbuka hijau;

3. menyediakan jenis vegetasi yang mampu menyerap air pada lahan;

4. Setiap bangunan eksisting yang ada harus memiliki persyaratan

keamanan bangunan; dan

kegiatan renovasi bangunan hanya boleh dilakukan sesuai kondisi asal,
merubah bentuk fasade maskimal 50%, tidak diperbolehkan menambah
luasan ruang dan ketinggian bangunan dari kondisi asal; dan

KDH harus ditambahkan 10% dari KDH minimum yang ditetapkan.
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